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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Baca PEMKAB Hal. 7

Baca JALAN Hal. 7

Baca STRATEGI Hal. 7

Baca HALAL BIHALAL Hal. 7

Halal Bihalal di 
Tinombo, Bupati Erwin 
Ajak Warga Bergerak 

Bangun Desa

Wakil Ketua DPRD 
Parigi Moutong 

Tegaskan WFA Tak 
Berlaku

Pemkab Sigi Gelar 
Festival Tapa Gogoso, 
Dorong Budaya Jadi 
Kekuatan Ekonomi

ERA FLEKSIBILITAS ASN

Sulteng Percepat Strategi 
Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca

Bupati Morut: SPPG
Wajib Mengedepankan 

Kebersihan Dapur

SULTENG RAYA – Pemerintah Pro-
vinsi Sulawesi Tengah berkomitmen 

mempercepat upaya penurunan 
emisi gas rumah kaca (GRK) lewat 
Rencana Aksi Daerah Penurunan 

Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK).

Baca TEGASKAN Hal. 7

Baca BUPATI Hal. 7

GUBERNUR APRESIASI BUPATI SIGI

Jalan Boladangko–Banggaiba
Jadi Kado HUT Sulteng

Hal ini disampaikan Sek-
prov Dr. Novalina, M.M, 
sekaligus membuka acara 
konsultasi publik Dokumen 

RAD GRK yang digelar 
di Hotel Swissbell, Senin 
(6/4/2026).

T u r u t  m e n d a m p i n g i 

Sekprov Novalina, Kepala 
Bappeda Sulteng Drs. Ar-
fan, M.Si dan Perwakilan 
Lembaga Kemitraan. Dalam 
sambutan Gubernur yang 
dibacakan, Sekprov Nova-
lina menegaskan bahwa pe-
rubahan iklim telah menjadi 
tantangan nyata yang harus 
direspons Pemerintah Pusat 
dan Daerah dengan kebija-
kan pembangunan rendah 
karbon secara terarah dan 
berkelanjutan. 

“Pembangunan rendah 
karbon bukan sekadar pro-

gram lingkungan hidup 
tapi arah tujuan kita untuk 
memastikan pembangunan 
berkelanjutan,” paparnya.

Walaupun Sulteng menca-
tat capaian penurunan emisi 
hingga 24,93 % pada 2024, 
namun capaian tersebut 
masih di bawah target 27,3 
%. Oleh karena itu, Sekprov 
Novalina memandang pen-
tingnya strategi akselera-
tif yang mesti dituangkan 
dalam RAD GRK.

“Ini bukan alasan untuk 
berkecil hati, melainkan un-

dangan untuk bekerja lebih 
keras dan lebih bersinergi,” 
harapnya agar penurunan 
emisi mencapai target di 
masa mendatang.

Sekprov berharap RAD 
GRK akan menjadi peta 
jalan operasional bagi lintas 
sektor untuk menerapkan 
langkah-langkah penurunan 
emisi yang mencakup pada 
sektor energi, kehutanan 
dan lahan, pertanian, eko-
sistem karbon biru, industri 

Novalina

GUBERNUR SULTENG, Anwar Hafid, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said dan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae bersama rom-
bongan disambut dengan adat saat meresmikan pengembangan ruas jalan Boladangko-Banggaiba di Desa Lonca, Kamis (2/4/2026). FOTO: FERRY

SULTENG RAYA– Gu-
bernur Sulawesi Tengah, 
Anwar Hafid, menyam-
paikan apresiasi kepada 
Bupati Sigi, Mohamad Rizal 
Intjenae, atas komitmennya 
dalam mendorong pemban-
gunan ruas jalan Boladang-
ko–Banggaiba di Kabupaten 
Sigi.

Apresiasi tersebut disam-
paikan Anwar Hafid saat 
meresmikan dimulainya 
pengembangan ruas jalan 
yang dipusatkan di Desa 
Lonca, Kamis (2/4/2026).

Menurut Anwar, langkah 
yang dilakukan Bupati Sigi 
merupakan bukti komitmen 
dalam mendukung program 
Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah, yakni BERANI 
Lancar, sekaligus menunjuk-
kan keseriusan pemerintah 

BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase menyampaikan sam-
butan pada acara halal bi halal di Kecamatan Tinombo, Sabtu 
(4/4/2026). FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG

BUPATI SIGI, Mohamad Rizal Intjenae didampingi Wakil 
Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi dan Ketua DPRD Sigi, Minhar 
Tjeho saat memberikan keterangan disela-sela Festival Tapa 
Gogoso, di Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo, Sabtu malam 
(4/4/2026). FOTO: DISKOMINFO SIGI

SULTENG RAYA – Pemerintah Kabupaten Sigi 
menggelar Festival Tapa Gogoso, di Desa Kota 
Rindau, Kecamatan Dolo, Sabtu malam (4/4/2026). 
Festival ini sebagai upaya mendorong pengemban-
gan potensi budaya lokal sekaligus memperkuat 
kuliner tradisional sebagai identitas daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sigi 
Samuel Yansen Pongi, Anggota DPRD Provinsi 
Sulawesi Tengah dari daerah pemilihan Sigi-Dong-
gala Musliman, Kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Sigi Lutfi Yunus, sejumlah pimpinan 
organisasi perangkat daerah (OPD), serta masya-
rakat setempat.

Festival berlangsung meriah dengan hiburan dari 
Acil The Box dan penampilan Ote Abadi, vokalis 
band legendaris The Mercy’s, yang turut menghi-
dupkan suasana.

BUPATI Morowali Utara, Delis J Hehi. FOTO: ANTARA/HUMAS PEMKAB MORUT

SULTENG RAYA – Suasana hangat penuh 
kebersamaan menyelimuti Kecamatan Tinombo 
saat masyarakat berkumpul dalam momentum 
Halal Bihalal Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Sabtu 
(4/4/2026). Lebih dari sekadar tradisi tahunan, 
pertemuan ini menjadi ruang bertemunya hati, 
harapan, dan komitmen untuk masa depan daerah.

Di tengah nuansa saling memaafkan, Bupati 
Parigi Moutong, H. Erwin Burase, hadir menyapa 
masyarakat dengan pesan yang tak hanya menye-
jukkan, tetapi juga menggerakkan. Ia mengajak 
seluruh warga untuk menjadikan Idulfitri sebagai 
titik awal memperkuat silaturahmi dan membuka 
lembaran baru dengan semangat kebersamaan.

SULTENG RAYA – Transforma-
si budaya kerja Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di lingkungan pe-
merintah daerah kini memasuki 
fase krusial. Di tengah tuntutan 
modernisasi birokrasi yang 
semakin adaptif dan berbasis 
kinerja, kejelasan dalam me-
mahami regulasi justru menjadi 
kunci utama agar perubahan 
tidak berujung pada kekacauan 
pelayanan publik.

Hal inilah yang menjadi sorotan 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten 
Parigi Moutong, menyu-
sul terbitnya Surat Eda-
ran Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 800.1.5/3349/
SJ tentang Transformasi 
Budaya Kerja ASN di 
Lingkungan Pemerintah 
Daerah. Regulasi yang 
mulai berlaku 1 April 
2026 tersebut menjadi 
landasan baru dalam 
penataan pola kerja 
ASN yang lebih fleksi-
bel, namun tetap dalam 
koridor disiplin dan 
akuntabilitas.

SULTENG RAYA  - Bupati 
Morowali Utara (Bupati Morut), 
Sulawesi Tengah Delsi J Hehi 
mengatakan Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib 
mengedepankan kebersihan da-
pur dalam pelayanan program 
Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kualitas layanan gizi tidak 
hanya ditentukan oleh maka-
nan, tetapi juga standar keber-
sihan dan manajemen dapur 
sebagai titik awal keamanan 

pangan,” kata Delis J Hehi di Kolono-
dale, Morut, Senin.

Menurut dia, kualitas gizi dimulai 
dari dapur yang bersih dan tertib 
maka hal-hal teknis seperti itu harus 
konsisten demi menjaga kualitas pan-
gan yang disajikan kepada siswa-siswi 
penerima MBG.

Ia juga meminta pengelola SPPG 
memvariasi menu makanan disajikan 
kepada siswa, supaya mereka tidak 

 Sayutin Budianto
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SULTENG RAYA – Unit 
Identifikasi Satreskrim Pol-
res Donggala menemukan 
bekas cungkilan pada begi-
an jendela, saat melakukan 
olah Tempat Kejadian Per-
kara (TKP) kebakaran Kan-
tor Desa Siweli, Kecamatan 
Balaesang, belum lama ini.

Menindaklanjuti peristi-
wa kekabaran kantor desa 
tersebut, Unit Identifikasi 
Satreskrim yang dipimpin 
Bripka Guntur selaku Ps.
Kaur Identifikasi bersama 
personel Brigpol Suandi 
langsung turun ke TKP un-
tuk melaksanakan olah TKP 
secara intensif.

“Dari hasil olah TKP, Unit 
Identifikasi menemukan 
sejumlah fakta penting yang 
menguatkan dugaan adanya 
unsur kesengajaan,”ujar 
Guntur. 

Menurutnya, tim mene-
mukan bekas cungkilan 
benda keras pada jendela 

ruang Kepala Seksi Pemer-
intahan yang menyebabkan 
kerusakan pada grendel 
jendela, temuan serupa juga 
ditemukan pada jendela ru-
ang Sekretaris Desa. Selain 
itu, didalam ruang tengah 
ditemukan sisa pembakaran 
tumpukan kursi plastik serta 
abu pembakaran berkas 
yang tersebar di setiap sudut 
ruangan.

“Hasil hasil olah TKP, 
ditemukan adanya beberapa 
titik api di setiap ruangan 
serta kerusakan pada akses 
masuk berupa jendela yang 
diduga dicungkil meng-
gunakan benda keras,”ung-
kapnya. 

Saat ini, Satreskrim Polres 
Donggala terus melakukan 
pendalaman guna men-
gungkap pelaku dan motif 
dibalik peristiwa pembaka-
ran tersebut. 

Personel di lapangan juga 
mengamankan sejumlah 

barang bukti dari lokasi 
kejadian untuk kepentingan 
penyelidikan lebih lanjut. 
Peristiwa ini menjadi perha-
tian serius Polsek Balaesang 
Polres Donggala mengingat 
objek yang dibakar me-
rupakan fasilitas pelayanan 
publik yang menyangkut 
kepentingan masyarakat 
luas. 

Diketahui, kebakaran me-
landa Kantor Desa Siweli, 
Kecamatan Balaesang, Ka-
bupaten Donggala, Kamis 
(2/4/2026) dini hari atau 
sekira pukul 02.03 wita. 

Kapolsek Balaesang Iptu 
Ramto L mengatakan, dari 
informasi yang diperoleh, 
kejadian bermula saat pi-
ket Mako Polsek Balaesang 
menerima laporan melalui 
telepon dari MN warga desa 
setempat. 

Menindaklanjuti lapo-
ran tersebut, Regu II piket 
Polsek Balaesang langsung 

bergerak cepat menuju tem-
pat kejadian perkara (TKP). 
Setibanya di lokasi, personel 
bersama warga mendobrak 
pintu depan kantor desa dan 
melakukan upaya pemada-
man secara manual. 

“Api yang telah men-
jalar hingga ke plafon serta 
membakar sejumlah fasili-
tas seperti kursi, meja, dan 
lemari akhirnya berhasil 
dipadamkan sekitar pukul 
02.25 wita,” kata kapolsek. 

Akibat kejadian tersebut, 
sekitar 35 persen bagian 
dalam bangunan Kantor 
Desa Siweli mengalami ke-
rusakan. Sejumlah ruangan 
terdampak, di antaranya 
ruang Kepala Desa, Sekre-
taris Desa, Kaur Pemerin-
tahan, staf, Kepala Seksi, 
hingga ruang pelayanan. 
Polisi pun diterjunkan un-
tuk melakukan penyelidi-
kan penyebab kebakaran 
kantor desa itu. AMR

PERSONEL Unit Identifikasi Satreskrim Polres Donggala, saat melakukan olah TKP kebakaran Kantor Desa Siweli, Kecamatan Balae-
sang, Kamis (2/4/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Dalam upa-
ya menyukseskan program keta-
hanan pangan nasional, Kapolsek 
Ampana Kota, AKP Maryanto, 
memimpin langsung pengecekan 
perkembangan lahan jagung bin-
aan di Desa Sabulira Toba, Keca-
matan Ratolindo, Kabupaten Tojo 
Una-Una, Senin (6/4/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 
10.00 WITA ini turut dihadiri oleh 
personel Polsek Ampana Kota, 
yakni Aipda Rai, Aipda Muslihin, 
dan Aipda Dani, serta didampingi 
langsung oleh Kepala Desa Sabulira 
Toba, Bahrudin P. Sado.

Kapolsek turun langsung ke 
lokasi untuk melihat kemajuan per-
tumbuhan tanaman jagung di lahan 
seluas kurang lebih 7 hektare milik 
Bapak Dori. Lahan tersebut saat 
ini tengah dikembangkan dengan 
menanam sekitar 100 kilogram bibit 
jagung varietas NK Sakti.

Dalam keterangannya, Maryanto 
menekankan peninjauan ini me-
rupakan bentuk dukungan nyata 
Polri terhadap sektor pertanian di 
wilayah hukum Polsek Ampana 
Kota.

“Kami melakukan pengecekan 
rutin untuk melihat sejauh mana per-
kembangan lahan jagung ini. Dengan 
luas sekitar 7 hektare dan penggunaan 
bibit NK Sakti, kami optimis hasilnya 
akan maksimal jika terus dipantau 
dengan baik,” ujar Maryanto.

Selain melakukan pemantauan 
teknis, Kapolsek juga memanfaat-
kan momentum tersebut untuk ber-
dialog dengan masyarakat setem-
pat. Beliau mengajak warga untuk 
lebih proaktif dalam memanfaatkan 
lahan yang ada demi meningkatkan 
kesejahteraan keluarga dan daerah.

“Kami mengajak dan mengim-
bau seluruh warga untuk terus 
mendukung program pemerintah 
pusat, khususnya dalam rangka 
ketahanan pangan. Salah satu cara-
nya adalah dengan meningkatkan 
produktivitas jagung di wilayah 
kita sendiri,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu 
memotivasi para petani di Keca-
matan Ratolindo untuk terus meng-
optimalkan lahan mereka, sehingga 
ketahanan pangan di tingkat desa 
maupun kabupaten dapat tetap 
terjaga dengan kuat. AMR

KAPOLSEK Ampana Kota, AKP Maryanto, saat meninjau lahan jagung di Desa Sa-
bulira Toba, Kecamatan Ratolindo, Senin (6/4/2026). FOTO: DOK.POLSEK AMPANA KOTA

Kapolsek Tinjau 
Lahan Jagung di 

Desa Sabulira Toba

SULTENG RAYA - Pe-
laksanaan ibadah Paskah di 
GKST Kelurahan Tanjung 
Batu, Kecamatan Banawa, 
Kabupaten Donggala, ber-
langsung dengan penuh 
khidmat dan aman, Minggu 
(5/4/2026) pagi.

Ibadah ini dimulai seki-
tar pukul 09.00 wita ter-
sebut mengangkat tema 
“Kebangkitan Yesus” dan 
dipimpin oleh Pendeta 
Maleaiki Tombo, S.PK, dan 
dihadiri sekira 20 jemaat 
yang mengikuti rangkaian 

ibadah dengan suasana 
yang tenang.

Kapolsek Banawa Iptu 
Eka Wahyudi mengatakan, 
selama kegiatan berlangs-
ung, situasi tetap aman dan 
kondusif. Hal ini tidak ter-
lepas dari kehadiran per-
sonel Polsek Banawa yang 
melaksanakan pengamanan 
guna memberikan rasa nya-
man kepada para jemaat 
dalam beribadah. 

Kapolsek menyampaikan 
bahwa pihaknya berko-
mitmen untuk terus hadir 

dalam setiap kegiatan masy-
arakat, termasuk pengama-
nan ibadah, guna menjaga 
situasi kamtibmas tetap 
aman dan terkendali.

Ibadah Minggu Paskah 
sendiri merupakan salah 
satu momen penting bagi 
umat Nasrani, sebagai pera-
yaan atas kebangkitan Yesus 
Kristus yang menjadi dasar 
iman dan harapan. Ibadah 
berakhir sekira pukul 10.25 
wita dalam keadaan tertib, 
lancar, dan penuh kedamai-
an. AMR

Polsek Banawa Terjunkan 
Personel, Amankan 

Perayaan Paskah

PERSONEL SAR Palu, saat melaksanakan simulasi kebencanaan di Fakultas Teknik Untad, Senin (6/4/2026). FOTO: DOK. HUMAS SAR PALU

PERSONEL Polsek Banawa, saat melakukan pengamanan di GKST Kelurahan Tanjung Batu, dalam 
rangkaian perayaan ibadah paskah, Minggu (5/4/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Dalam Rangka 
Bulan K3 Nasional, Personel Kantor 
Pencarian dan Pertolongan Palu menja-
di narasumber dalam kegiatan simulasi 
kebencanaan dan Keselamatan dan Ke-
sehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan 
di Fakultas Teknik Universitas Tadu-
lako (Untad) Palu, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh maha-
siswa Untad dengan tujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan serta 
kesiapsiagaan dalam menghadapi 
situasi darurat, khususnya keben-
canaan dan keselamatan kerja.

Dalam kegiatan tersebut, personel 
Kantor Pencarian dan Pertolongan 
Palu memberikan pemahaman ter-
kait dasar-dasar Search and Rescue 
(SAR) serta praktik langsung melalui 
simulasi.

Adapun rangkaian kegiatan meli-
puti, pemberian materi SAR, simulasi 
kebencanaan, simulasi keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3)

Salah satu instruktur, Arifuddin, 
S.E., M.AP. menyampaikan kegiatan 
ini penting untuk memberikan pe-
mahaman dasar kepada mahasiswa 

dalam menghadapi kondisi darurat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin 

memberikan gambaran kepada 
peserta tentang bagaimana langkah 
awal dalam penanganan bencana, 
serta mampu menajaga keselamatan 
diri dan orang lain saat berada dalam 
situasi darurat,”ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharap-
kan peserta dapat memahami lan-
gah-langkah dasar penanganan 
kondisi darurat serta pentingnya 
keselamatan dan kesehatan kerja 
dalam kehidupan sehari-hari. AMR

Personel SAR Palu Simulasi 
Kebencanaan dan K3 di Untad

KEBAKARAN KANTOR DESA SIWELI

Polisi Temukan 
Bekas Cungkilan 

Saat Olah TKP
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Hal ini disampaikan Ka-
bid Propam Polda Sulteng 
Kombes Pol Roy Satya Putra 
dalam Podcast Presisi se-
bagai bagian dari edukasi 
publik terkait peran pen-
gawasan internal, Selasa 
(31/3/2026).

Dalam pemaparannya, 
Kombes Pol Roy Satya Putra 
menegaskan bahwa tugas 
utama Bidpropam tidak 
hanya sebatas penegakan 
disiplin, tetapi juga menjaga 
integritas, etika profesi, ser-
ta kepercayaan publik ter-
hadap institusi Polri.“Kami 
memastikan setiap anggota 
bekerja sesuai aturan dan ni-
lai-nilai Tribrata serta Catur 
Prasetya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penga-
wasan internal saat ini 
menjadi jauh lebih kru-
sial dibandingkan 
sebelumnya. Per-
kembangan te-
knologi informasi 
dan meningkatnya 
ekspektasi masy-
arakat menuntut 
Polri untuk lebih 
transparan dan 
responsif.

Di era digital, 
setiap tindakan 
anggota  dapat 
dengan cepat di-
ketahui publik, 
sehingga penga-
wasan yang ketat 
menjadi  kebu-
tuhan mutlak.

Kabid Propam juga men-
gajak masyarakat untuk 
tidak ragu melaporkan 
setiap bentuk penyimpan-
gan anggota. Menurutnya, 
pelaporan tersebut memiliki 
dasar hukum yang jelas 
dan merupakan bagian dari 
partisipasi publik dalam 
menciptakan institusi yang 
bersih.“Tanpa dukungan 
masyarakat, pengawasan 
tidak akan maksimal,” te-
gasnya.

Menjawab stigma bahwa 
institusi tertutup terhadap 
kritik, Bid Propam Polda 
Sulteng justru membuka 
ruang seluas-luasnya bagi 
masyarakat melalui berba-
gai kanal pengaduan.

Salah satu terobosan yang 
kini dioptimalkan adalah 
sistem Yanduan berbasis QR 
Code yang telah tersebar di 
berbagai satuan kerja, mulai 
dari tingkat Polda hingga 
Polsek.

Program ini merupakan 
inisiatif dari Divisi Prop-
am Polri sebagai respons 
terhadap kebutuhan masy-
arakat di era digital. Selain 
itu, inovasi ini juga menja-
wab keluhan masyarakat 
sebelumnya yang merasa 
kesulitan atau takut dalam 
menyampaikan laporan.

Melalui sistem ini, masy-
arakat cukup memindai QR 
C o d e u n t u k 
men-
gak-
s e s 
l a y -

anan pengaduan secara 
langsung. Prosesnya diran-
cang sederhana, transparan, 
dan yang terpenting menja-
min keamanan pelapor.

“Identitas pelapor kami 
lindungi secara ketat. Ini 
penting agar masyarakat 
tidak merasa takut atau 
terintimidasi,” jelas Ka-
bid Propam. Dibandingkan 
sistem lama, Yanduan ter-
integrasi memiliki keung-
gulan dalam hal kecepatan, 
akuntabilitas, dan pelacakan 
laporan. Setiap aduan yang 
masuk akan tercatat secara 
digital dan dapat dimonitor 
progres penanganannya, 
sehingga tidak ada lagi lapo-
ran yang “mengendap” 
tanpa kejelasan.

Meski demikian, pen-
gawasan internal bukan 
tanpa tantangan. Salah satu 
tantangan terbesar adalah 
ketika petugas harus meme-
riksa rekan sejawat sendiri.

Namun, Kabid Propam 

Roy Satya Putra

Digitalisasi Aduan 
Propam Polda 

Sulteng, Cara Melapor 
Tanpa Rasa Takut

SULTENG RAYA - Upaya memperkuat in-
tegritas dan transparansi di tubuh kepolisian 
terus digencarkan oleh Bidang Profesi dan 
Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng). Melalui inovasi digital 
berbasis QR Code Yanduan, masyarakat kini 
memiliki akses yang lebih mudah, cepat, dan 
aman untuk melaporkan dugaan pelangga-
ran anggota Polri.

menegaskan bahwa profe-
sionalisme tetap menjadi 
prinsip utama. Selain itu, 
sistem juga dilengkapi me-
kanisme verifikasi untuk 
membedakan laporan yang 
valid dengan laporan yang 
bersifat fi tnah.

Pemanfaatan teknologi 
kini juga semakin luas, ti-
dak hanya dalam meneri-
ma pengaduan, tetapi juga 
dalam memantau kinerja 
anggota di lapangan. Hal 
ini menjadi bagian dari 
transformasi Polri menuju 
institusi yang modern dan 
terpercaya.

Dari sisi dampak, opti-
malisasi sistem digital ini 
mulai menunjukkan hasil 
positif. Kepercayaan publik 
perlahan meningkat sei-
ring dengan transparansi 
dan kecepatan penanganan 
laporan.

Kabid Propam memasti-
kan bahwa setiap pelangga-
ran, terutama yang bersifat 
berat, akan ditindak tegas 
sebagai bentuk komitmen 
pimpinan terhadap keadi-
lan.

Untuk menjangkau masy-
arakat di daerah pelosok, 

Polda Sulteng juga аkan 
melakukan sosialisa-

si secara langsung, 
termasuk pendam-
pingan bagi masy-
arakat yang belum 
terbiasa dengan 
teknologi digital. 
Dengan demiki-
an, seluruh lapi-
san masyarakat 
tetap dapat me-
rasakan man-
faat dari sistem 
p e n g a w a s a n 
ini.

Ke depan, in-
ovasi ini tidak 
hanya ditarget-

kan untuk me-
nekan angka pe-

langgaran, tetapi juga mem-
bangun budaya integritas 
di lingkungan Polri.“Target 
utama kami adalah mencip-
takan institusi yang bersih, 
profesional, dan dipercaya 
masyarakat,” tegasnya.

Sebagai penutup, Kabid 
Propam menyampaikan 
pesan kepada masyarakat 
agar tidak ragu memanfaat-
kan kanal resmi pengadu-
an.“Jangan takut melapor. 
Kami menjamin keamanan 
dan akan menindaklanjuti 
setiap laporan secara profe-
sional,” katanya.

Ia pun berharap masya-
rakat dapat terus berparti-
sipasi aktif dalam menga-
wasi kinerja anggota Polri, 
khususnya di wilayah Polda 
Sulawesi Tengah.

Dengan kolaborasi antara 
masyarakat dan institusi, di-
harapkan tercipta pelayanan 
kepolisian yang semakin 
baik, transparan, dan ber-
keadilan.*/YAT

SULTENG RAYA - Jaja-
ran Polres Banggai berhasil 
mengungkap kasus dugaan 
tindak pidana penipuan 
yang dilakukan melalui 
media sosial Facebook. 

Dalam pengungkapan ter-
sebut, Tim Resmob menga-
mankan dua orang terduga 
pelaku yang terlibat dalam 
aksi penipuan jual beli seca-
ra daring.

Kasus ini bermula dari 
laporan seorang korban, 
ibu rumah tangga asal Desa 
Boyou, Kecamatan Luwuk 
Utara, yang merasa diru-
gikan setelah melakukan 
transaksi pembelian ayam 
melalui media sosial.

Peristiwa tersebut, terjadi 
pada Ahad (29/3/2026). 
Korban awalnya tertarik 

dengan unggahan penjualan 
ayam frozen yang dilihatnya 
di Facebook.

Setelah melihat unggahan 
tersebut, korban kemudi-
an menghubungi penjual 
dan komunikasi berlanjut 
melalui aplikasi WhatsApp 
untuk membahas transaksi 
pembelian.

Dalam percakapan terse-
but, korban memesan seba-
nyak 21 ekor ayam frozen 
dan 50 ekor ayam petelur 
sesuai dengan penawaran 
yang diberikan pelaku.

Selanjutnya, korban di-
minta untuk melakukan 
pembayaran terlebih dahulu 
sebagai syarat pengiriman 
barang. Tanpa menaruh 
curiga, korban kemudian 
mentransfer uang sebesar 

DUA pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media 
sosial Facebook, saat diamankan di Mapolres Banggai. FOTO: 
DOK POLRES BANGGAI

Polisi Tangkap Dua Pelaku Penipuan 
Jual Beli Online di Banggai

Rp3.200.000.
Namun, setelah pembaya-

ran dilakukan, pelaku tidak 
lagi memberikan respons 
dan bahkan memblokir no-
mor korban. Barang yang 
dijanjikan pun tidak pernah 
dikirim.

Merasa telah menjadi kor-
ban penipuan, korban segera 
melaporkan kejadian ter-
sebut ke Mapolres Banggai 
untuk ditindaklanjuti.

Menindaklanjuti lapo-
ran tersebut, Tim Resmob 
Tompotika langsung mela-
kukan penyelidikan hingga 
akhirnya berhasil menga-
mankan dua terduga pe-
laku berinisial KS (24) dan 
AH (32) di wilayah Kara-
ton, Luwuk, pada Sabtu 
(4/4/2026).

Berdasarkan hasil peme-
riksaan, diketahui bahwa 
aksi penipuan ini telah di-
lakukan sebanyak delapan 
kali sejak Januari 2026 hing-
ga Maret 2026, dengan total 
keuntungan sekitar Rp16 
juta yang kemudian diguna-
kan untuk keperluan priba-
di, termasuk berfoya-foya. 

Polisi pun mengimbau 
masyarakat agar lebih ber-
hati-hati dalam melakukan 
transaksi online dan memas-
tikan kejelasan barang serta 
identitas penjual sebelum 
melakukan pembayaran.*/
YAT

SULTENG RAYA - Sa-
tuan Lalu Lintas (Satlantas) 
Polres Poso melaksanakan 
kegiatan Turjawali (penga-
turan, penjagaan, penga-
walan, dan patroli) lalu lin-
tas di sejumlah titik strategis 
di Kota Poso. Inisiatif ini ber-

tujuan untuk memastikan 
keamanan, keselamatan, ke-
tertiban, dan kelancaran lalu 
lintas (Kamseltibcarlantas) 
serta mencegah pelanggaran 
lalu lintas, Senin (6/4/2026).

Kegiatan difokuskan pada 
area yang sering mengalami 

PERSONEL Satlantas Polres Poso saat melakukan giat Turjawali 
di Kota Poso, Senin (6/4/2026). FOTO: DOK SATLANTAS POL-
RES POSO

Cegah Pelanggaran Lalu Lintas, 
Satlantas Polres Poso Gelar Turjawali

kemacetan, rawan kecela-
kaan, serta pusat keramaian 
seperti area pendidikan dan 
aktivitas masyarakat. 

Personel Satlantas terlihat 
aktif mengatur lalu lintas, 
memberikan bantuan ke-
pada pengguna jalan, dan 
melakukan patroli untuk 
memantau situasi. Tinda-
kan humanis juga diterap-
kan, termasuk pemberian 
teguran simpatik kepada 
pelanggar ringan untuk me-
ningkatkan kesadaran akan 
pentingnya keselamatan 
berkendara.

Kasat Lantas Polres Poso, 
AKP I Made Bagus Melyan-
dika, mengatakan kegiatan 
Turjawali ini adalah bagian 
dari komitmen berkelan-
jutan Satlantas dalam mem-
berikan pelayanan prima 
kepada masyarakat.

 “Kami terus menggiat-
kan Turjawali di seluruh 
wilayah Kota Poso, khu-
susnya pada jam-jam sibuk. 
Tujuannya adalah menjaga 
kelancaran arus lalu lintas, 

menekan angka kecelakaan, 
serta memberikan rasa aman 
dan nyaman bagi seluruh 
pengguna jalan,” jelas AKP 
I Made Bagus Melyandika.

Dirinya juga mengimbau 
masyarakat untuk selalu me-
matuhi peraturan lalu lintas, 
melengkapi diri dengan 
perlengkapan keselamatan 
seperti helm dan sabuk pen-
gaman, serta mengutama-
kan kehati-hatian dan ke-
disiplinan saat berkendara.

“Keselamatan berlalu lin-
tas adalah tanggung jawab 
kita bersama. Mari kita cip-
takan lingkungan lalu lintas 
yang tertib dan aman di Ka-
bupaten Poso,” imbaunya.

Kegiatan ini dilapor-
kan berjalan lancar dan 
mendapat apresiasi positif 
dari masyarakat yang melin-
tas. Kedepannya, Satlantas 
Polres Poso berkomitmen 
untuk terus melaksanakan 
patroli rutin dan memberi-
kan pelayanan terbaik demi 
kenyamanan dan kesela-
matan seluruh warga.*/YAT

SULTENG RAYA - Riuh 
suara anak-anak yang si-
buk memainkan warna 
memenuhi Aula TK Ke-
mala Bhayangkari Cabang 
13 Tojo Una-Una, Kamis 
(2/4/2026). Di balik suasa-
na ceria itu, terselip upaya 
membangun keberanian 
dan kepercayaan diri anak 
sejak usia dini melalui lom-
ba mewarnai.

Kegiatan yang digelar 
dalam rangka peringatan 
HUT ke-46 Yayasan Ke-
mala Bhayangkari ini tidak 
hanya menjadi ajang kom-
petisi, tetapi juga memper-
lihatkan keterlibatan aktif 
orang tua dalam proses 
tumbuh kembang anak.

Sejumlah orang tua tam-
pak mendampingi dari sisi 
ruangan, memberi seman-
gat tanpa mengintervensi. 
Rianty, salah satu wali 
murid, mengaku kegiatan 
seperti ini memberi ruang 
bagi anak untuk berkem-
bang lebih percaya diri.

“Anak-anak jadi berani 
tampil dan menunjukkan 
kemampuannya.  Kami 
sebagai orang tua tentu 
bangga,” ujarnya di sela 
kegiatan.

Menurutnya, pembin-
aan yang dilakukan pihak 
sekolah selama ini mulai 
terlihat hasilnya, terutama 
dalam hal kreativitas dan 
keberanian anak saat men-
gikuti kegiatan.

Ketua Yayasan Kemala 
Bhayangkari Cabang Tojo 
Una-Una, Ny. Rosya Yan-
na, yang hadir langsung 
dalam kegiatan tersebut, 
menilai lomba seperti ini 
penting sebagai bagian 
dari proses belajar anak. Ia 
menekankan bahwa hasil 
bukan satu-satunya tujuan.

“Yang utama adalah pro-
ses belajar dan keberanian 
anak untuk mencoba. Yang 
belum menang tetap harus 
semangat,” katanya saat 

KAPOLRES Tojo Una-Una, AKBP Yanna Djayawidya bersama Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari 
Cabang 13 Tojo Una-Una, Ny. Rosya Yanna, berpose bersama para siswa pemenang lomba me-
warnai usai penyerahan hadiah di Aula TK Kemala Bhayangkari Tojo Una-Una, Kamis (2/4/2026). 
FOTO: BUDI DAKO

Lomba Mewarnai di TK Kemala Touna 
Jadi Ajang Uji Percaya Diri Anak

menyerahkan hadiah kepa-
da para pemenang.

Kapolres Tojo Una-Una, 
AKBP Yanna Djayawidya, 
yang turut mendampingi, 
juga memberikan apresi-
asi kepada para peserta. 
Ia menyebut kegiatan ini 
sebagai bagian dari pem-

bentukan karakter anak 
sejak dini. 

Dalam perlombaan terse-
but, Ratu Yazida Nur Rizki 
Adzuhra keluar sebagai 
juara pertama, menyisih-
kan peserta lainnya dari 
tingkat taman kanak-ka-
nak.

Selain melatih kreati-
vitas, kegiatan ini juga 
menjadi ruang interaksi 
antara pihak sekolah dan 
orang tua. Guru-guru yang 
terlibat dalam pembinaan 
terlihat aktif mengamati 
perkembangan anak sela-
ma lomba berlangsung.*/BDI
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NOPOL : DN 4706 VI
NAMA : ABDULLAH TAMIN
ALAMAT : JL. JAMUR LRG. 11 

RT/RW 010/004 KEL. 
BOYAOGE KEC. PALU 
BARAT KOTA PALU

MERK/TYPE : YAMAHA 50 C (T135HC)
M/T

NO RANGKA : MH350C001BK189538
NO MESIN : 50C189538
NO BPKB : 101799652S1

BPKB HILANG

NOPOL : DN 2829 AY

NAMA : BENYAMIN DEN-
DANG,SP

ALAMAT : JL. GARUDA RT/RW 

003/003 KEL. BIROBULI 

UTARA KEC. PALU SE-

LATAN KOTA PALU

MERK/TYPE : YAMAHA BD5 A/T

NO RANGKA : MH3SEF510KJO53028

NO MESIN : E31WE0053037

NO BPKB : P03265240

BPKB HILANG

NOPOL : DN 1842 NS
NAMA : BENYAMIN DEN-

DANG,SP
ALAMAT : JL. GARUDA RT/RW 

003/003 KEL. BIROBULI 
UTARA KEC. PALU SE-
LATAN KOTA PALU

MERK/TYPE : MITSUBISHI XPANDER 
1.5L EXCEED (4X2) M/T

NO RANGKA : MK2NCWHANHJ002847
NO MESIN : 4A91CS7005
NO BPKB : N060441139

BPKB HILANG
NOPOL : DN 2827 AY

NAMA : ENDYS HUTABARAT

ALAMAT : JL. GARUDA RT/RW 

003/003 KEL. BIROBULI 

UTARA KEC. PALU SE-

LATAN KOTA PALU

MERK/TYPE : YAMAHA 2 DP NON ABS

NO RANGKA : MH3SG3120FK041021

NO MESIN : G3E4E0080138

NO BPKB : MO1225754

BPKB HILANG

NOPOL : DN 1548 BE
NAMA : HI USMAN. SH
ALAMAT : JL. TADULAKO DS. 

OGOAMAS KEC. SOJOL 
UTARA KAB. DONGGA-
LA

MERK/TYPE : TOYOTA RUSH 1.5 S 
(F700RE-GMMFJ)

NO RANGKA : MHFE2CJ3JKB032130
NO MESIN : DBZ2225
NO BPKB : H06862818S1

BPKB HILANG

NOPOL : DN 4865 IH
NAMA : I WAYAN BUDIASA
ALAMAT : JL. DIPONOGORO PALU 

RT/RW 001/003 KEL. 
LERE KEC. PALU BA-
RAT KOTA PALU

MERK/TYPE : HONDA A1FO2N36M1 
A/T

NO RANGKA : MHJM4111JK166180
NO MESIN : HM41E-1166035
NO BPKB : P06705193S1

BPKB HILANG
NOPOL : DN 1028 KW
NAMA : NI MADE DINA SELVIA
ALAMAT : DUSUN II SOPUTAN RT/

RW 010/010 KEL. MALE-
ALI KEC. SAUSU PARIGI 
MOUTONG

MERK/TYPE : TOYOTA YARIS 1.5S 
M/T (NCP91R-AHMVP-
CD)

NO RANGKA : MR05HY91C4679506
NO MESIN : 1NZY506371
NO BPKB : Q02446896S1

BPKB HILANG

NOPOL : DN 1282 NY

NAMA : NURHAYATI

ALAMAT : JL. MANGGIS NO.36 RT/

RW 003/003 KEL. DONG-

GALA KODIN KEC. ULU-

JADI KOTA PALU

MERK/TYPE : NISSAN MARCH 1.2 AT

NO RANGKA : MHBH1CH1ACJ015021

NO MESIN : MR12417909A

NO BPKB : S04385067S1

BPKB HILANG
NOMOR POLISI : DN 8069 VB
NAMA PEMILIK : RONAL TANDI, S.HUT.
ALAMAT : JL. TG. MANIMBAYA 

NO. 250 KEL. TATURA 
UTARA  KEC PALU SE-
LATAN, KOTA

      PALU.
MEREK, TYPE : TOYOTA KIJANG STAN-

DARD KF 60 
NOMOR RANGKA : MHF31KF600007348
NO. MESIN : 7K-0229098
NO. BPKB : 8538434

BPKB HILANG

Sekretaris Jenderal BPP 
HIPMI, Anggawira, men-
gatakan dinamika geopo-
litik global akibat perang 
Amerika Serikat-Israel me-
lawan Iran telah mendorong 
terjadinya lonjakan harga 
energi dunia. Menurut dia, 
kondisi ini berpotensi me-
nekan stabilitas ekonomi 
nasional, meningkatkan 
beban subsidi energi, serta 
memperlebar defi sit Angga-
ran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN).

 “Sudah saatnya Indonesia 
memiliki Gerakan Nasional 
Hemat Energi terstruktur, 
terukur, dan masif. Ini bu-
kan lagi sekadar imbauan, 
tetapi harus menjadi strategi 
nasional dalam menjaga ke-
tahanan ekonomi dan ener-
gi kita,” kata Anggawira 
dalam keterangannya di 
Jakarta, Rabu (26/03/2026).

Anggawira menjelaskan 
sampai hari ini, sejumlah ne-
gara telah melakukan berba-
gai aksi penghematan energi 
sebagai langkah antisipasi. 
Di antaranya dilakukan 
oleh Presiden Filipina Ferdi-
nand R. Marcos Jr. yang te-
lah resmi mendeklarasikan 
keadaan darurat energi na-
sional guna mengantisipasi 
gangguan pasokan bahan 
bakar global pada Selasa 
(24/3/2026).

Pada hari yang sama, Pre-

FOTO: IST

HADAPI KRISIS GLOBAL 

HIPMI Dorong 
Gerakan 
Nasional 

Hemat Energi

SULTENG RAYA - Konfl ik di Timur Tengah 
belum menunjukkan tanda-tanda mereda. 
Karena itu, Badan Pengurus Pusat Him-
punan Pengusaha Muda Indonesia (BPP 
HIPMI) mendorong diluncurkannya Gerakan 
Nasional Hemat Energi. Hal ini sebagai lang-
kah strategis dan kolektif untuk menghadapi 
tekanan krisis energi global.

siden Korea Selatan Lee Jae 
Myung juga meluncurkan 
12 pedoman penghematan 
energi bagi warga untuk 
mengantisipasi krisis ener-
gi buntut perang Amerika 
Serikat-Israel vs Iran.

HIPMI menilai, kata Ang-
gawira, selama ini kebijakan 
energi di dalam negeri,  ma-
sih terlalu bertumpu pada 
sisi suplai, sementara pen-
gelolaan konsumsi energi 
belum menjadi fokus utama. 
Padahal, dalam kondisi kri-
sis, demand side manage-
ment atau pengendalian 
konsumsi energi merupakan 
langkah paling cepat dan 
efektif untuk meredam te-
kanan.

“Jadi ini perlu diorkestra-
si,” ujarnya.

HIPMI menilai Gerakan 
Nasional Hemat Energi har-
us dikemas sebagai pro-

gram lintas sektor yang 
melibatkan seluruh elemen 
bangsa, dengan pendekatan 
konkret dan terukur. Pen-
dekatan yang diperlukan di 
antaranya adalah kampanye 
publik secara masif untuk 
mendorong perubahan peri-
laku konsumsi energi,?pen-
gaturan konsumsi energi di 
sektor industri, gedung per-
kantoran, dan transportasi. 
Selanjutnya, optimalisasi 
penggunaan energi di sek-
tor produktif secara efi sien, 
penerapan standar efi siensi 
energi secara bertahap dan 
konsisten,dan pemantauan 
konsumsi energi berbasis te-
knologi digital. “Kita harus 
mengubah paradigma dari 
konsumtif menjadi efi sien. 
Setiap penghematan energi 
memiliki dampak langsung 
terhadap stabilitas ekonomi 
nasional,” kata Anggawira 
menegaskan.

HIPMI menegaskan bah-
wa dunia usaha siap menja-
di motor penggerak dalam 
implementasi Gerakan Nasi-
onal Hemat Energi . "Efi sien-
si energi bukan hanya soal 
penghematan biaya, tetapi 
juga bagian dari strategi 
meningkatkan daya saing 
industri nasional di tengah 
tekanan global,” kata Ang-
gawira.RPB

SULTENG RAYA - Sura-
baya merupakan salah satu 
wilayah dengan potensi 
ekonomi yang berkembang 
sangat pesat. Namun, bagi 
pelaku industri asuransi, 
wilayah ini masih memiliki 
tantangan dalam hal literasi 
dan inklusi keuangan, khu-
susnya terkait asuransi.

Dalam rangka mendu-
kung peningkatan literasi 
dan inklusi keuangan, BRI 
Insurance berkomitmen 
turut serta dalam program 
GENCARKAN (Gerakan 
Nasional Cerdas Keuangan) 
yang dilaksanakan pada 5 
Maret 2026 di Universitas 
Ciputra.

Program literasi dan in-
klusi keuangan asuransi 
dari BRI Insurance tersebut 
bertujuan memberikan edu-
kasi keuangan, khususnya 
mengenai kepemilikan asu-
ransi, serta meningkatkan 
akses layanan asuransi di 
lingkungan mahasiswa dan 
masyarakat sekitar. Kegi-
atan literasi ini dihadiri lebih 
dari 500 peserta yang terdiri 
atas mahasiswa, dosen, serta 
pengurus kampus.

Deputy Division Head 
of Development & Opera-
tional Business Division 
BRI Insurance Ari Pratama 
mengatakan BRI Insurance 

BRI Insurance berkomitmen turut serta dalam program GENCAR-
KAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) yang dilaksanakan 
pada 5 Maret 2026 di Universitas Ciputra. FOTO: REP

BRI Insurance Edukasi Ratusan 
Mahasiswa di Surabaya tentang Asuransi

akan terus menunjukkan 
komitmen dalam mendu-
kung peningkatan literasi 
dan inklusi keuangan asu-
ransi, khususnya dalam 
meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa, masyarakat 3T, 
santri, ataupun komunitas.

"Dengan adanya literasi 
dan inklusi keuangan asu-
ransi ini, saya berharap para 
mahasiswa serta seluruh 
lapisan masyarakat dapat 
memahami, memiliki, serta 
merasakan manfaat perl-
indungan yang aman dan 
sesuai di masa mendatang," 

ujar Ari.
Direktur Utama BRI In-

surance Budi Legowo men-
gatakan BRI Insurance akan 
terus menunjukkan komit-
men dalam mendukung 
peningkatan literasi dan 
inklusi keuangan, khusus-
nya dalam berasuransi. Hal 
tersebut juga menjadi bagian 
dari program BRI Insurance 
dalam mendukung program 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) untuk meningkatkan 
literasi sekaligus inklusi 
keuangan di Indonesia.

Budi menjelaskan BRI 

Insurance memiliki berbagai 
produk asuransi kerugian 
yang dapat dipilih sesuai 
kebutuhan.

"Semua aset bisa kami 
lindungi. Bahkan sekarang 
BRI Insurance juga dapat 
melindungi aset-aset yang 
ada di tempat usaha Bapak 
dan Ibu sekalian," ujarnya.

Selain itu, BRI Insurance 
juga memberikan kemu-
dahan layanan asuransi 
kerugian, mulai dari pro-
ses memiliki polis hingga 
pelaporan klaim asuransi 
secara mudah karena ditan-
gani oleh tim yang berpen-
galaman.

Sebagai perusahaan asu-
ransi terkemuka, BRI Asu-
ransi Indonesia siap menjadi 
mitra yang dapat diandal-
kan oleh para nasabahnya 
serta menyediakan perlin-
dungan asuransi yang tepat, 
mudah dimiliki, dan cepat 
dalam proses pencairan 
klaim.

BRI Insurance juga ber-
komitmen untuk terus ber-
transformasi menjadi asu-
ransi yang terpercaya dan 
bertumbuh, sejalan dengan 
upaya memperkuat keta-
hanan industri asuransi na-
sional serta mendukung 
agenda literasi dan inklusi 
keuangan.RPB

SULTENG RAYA - PT 
Kereta Cepat Indonesia Chi-
na (KCIC) mencatat ting-
ginya volume penumpang 
Whoosh pada masa Ang-
kutan Lebaran 2026 yang 
terus menunjukkan tren 
peningkatan. Untuk kebe-
rangkatan, 24 Maret 2026, 
jumlah penumpang telah 
mencapai sekitar 21.500 
penumpang dan diproyek-
sikan akan terus bertambah 
hingga perjalanan terakhir, 
seiring penjualan yang ma-
sih berlangsung secara da-
ring maupun luring.

"Peningkatan penumpang 
pada periode ini menun-
jukkan mulai terjadinya 
arus balik Lebaran, di mana 
masyarakat kembali ke Ja-
karta untuk melanjutkan ak-
tivitasnya. Whoosh menjadi 
pilihan karena menawarkan 
perjalanan yang cepat, nya-
man, dan tepat waktu," ujar 
General Manager Corporate 
Secretary KCIC Eva Chai-
runisa dalam keterangan 
tertulis di Jakarta, Selasa 
(24/3/2026) lalu.

Eva menyampaikan angka 
ini melanjutkan tren tinggi 
dari hari sebelumnya, di 
mana pada 23 Maret 2026 
jumlah penumpang tercatat 

mencapai sekitar 23.000 pe-
numpang dalam satu hari. 
Dia mengatakan tingginya 
volume penumpang hari ini 
didominasi oleh pergerakan 
masyarakat dari arah Ban-
dung menuju Jakarta.

"Hal ini terlihat dari ting-
ginya okupansi keberang-
katan dari Stasiun Padala-
rang yang telah habis terjual 
sejak jadwal keberangkatan 
siang sekitar pukul 13.00 
hingga pukul 18.00," sam-
bung Eva.

Eva menyampaikan KCIC 
juga memproyeksikan pe-
ningkatan volume penum-
pang kembali akan terjadi 
pada 28 hingga 29 Maret 
2026, seiring berakhirnya 
masa posko Angkutan Le-
baran serta menjelang di-
mulainya kembali aktivitas 
sekolah pada 30 Maret 2026. 
Secara kumulatif, jumlah 
penumpang Whoosh selama 
masa Angkutan Lebaran 
periode 13 hingga 30 Maret 
2026 telah mencapai sekitar 
220.000 penumpang dan 
diperkirakan akan terus 
meningkat seiring tingginya 
mobilitas masyarakat sela-
ma libur Lebaran.

KCIC mengimbau masy-
arakat merencanakan per-

jalanan dengan baik dan 
melakukan pemesanan 
tiket lebih awal melalui 
seluruh kanal penjualan 
resmi Whoosh, baik secara 
daring maupun luring, guna 
memastikan ketersediaan 
tiket sesuai jadwal yang 
diinginkan.

"Antusiasme masyara-
kat yang tinggi terhadap 
layanan Whoosh menjadi 
motivasi bagi kami untuk 
terus menghadirkan layanan 
yang andal dan berkualitas. 
Kami juga mengucapkan te-
rima kasih atas kepercayaan 
masyarakat dan selamat 
menikmati momen liburan 
bersama keluarga," kata Eva.

Whoosh Jadi Pilihan
KCIC mengungkapkan 

masyarakat memilih kereta 
cepat Whoosh sebagai moda 
transportasi untuk bersila-
turahmi kepada keluarga 
di Bandung ataupun seb-
aliknya di Jakarta saat Le-
baran. Eva mengatakan ini 
merupakan Lebaran tahun 
ketiga yang dilewati oleh 
Whoosh sejak beroperasi 
perdana secara komersial 
pada Oktober 2023.

"Jadi, mungkin meski-
pun jaraknya jauh, waktu 
tempuhnya hanya sekitar 

Arus Balik Lebaran, Penumpang 
Whoosh Tembus 21.500

30–47 menit sehingga ba-
nyak masyarakat yang le-
bih memilih menggunakan 
Whoosh untuk bersilatu-
rahmi pada saat hari Leba-
ran," ujar Eva.

Masyarakat mengguna-
kan kereta cepat Whoosh 
sebagai moda transportasi 
untuk bersilaturahmi ke 
keluarga yang ada di Ban-
dung atau sebaliknya di 
Jakarta karena perjalanan 
menggunakan Whoosh dari 
Jakarta ke Bandung maupun 
sebaliknya memiliki waktu 
tempuh yang relatif singkat.

"Jadi, kalau kita melihat 
di hari kedua Lebaran ini, 
sepertinya sebagian me-
mang secara khusus untuk 
bersilaturahmi ke keluarga 
masih ada, tetapi sudah mu-
lai ada juga yang berwisata," 
kata Eva.

Adapun peningkatan vo-
lume mulai terlihat sejak 
18 Maret. Secara kumulatif, 
penjualan tiket Whoosh sela-
ma masa Angkutan Lebaran 
pada periode 13 hingga 30 
Maret 2026 telah mencapai 
sekitar 178.000 tiket dan 
diproyeksikan akan terus 
meningkat hingga momen 
liburan berakhir.

Sebagai informasi, PT 
KCIC menyiagakan seba-
nyak 551 personel penga-
manan mobilitas mudik 
Lebaran 2026 untuk menjaga 
kelancaran masa angkutan 
hari raya.

Eva mengatakan KCIC 
berkomitmen menghadir-
kan layanan transportasi 
yang aman, nyaman, dan an-
dal bagi masyarakat selama 
periode angkutan Lebaran. 
Eva menjelaskan personel 
pengamanan tersebut terdiri 
atas petugas pengamanan 
internal KCIC, petugas pen-
gamanan operasional, serta 
dukungan dari TNI dan 
Polri yang ditempatkan di 
stasiun, jalur operasional, 
hingga area depo.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

SIKLUS kekerasan di perbatasan 
Libanon kembali memakan korban. 
Kabar mengenai prajurit TNI yang 
tergabung dalam Satgas UNIFIL 

kembali terluka akibat serangan pihak yang 
bertikai bukan sekadar berita duka biasa. Bagi 
dunia, ini adalah alarm keras yang menan-
dakan bahwa wibawa hukum internasional 
sedang berada di titik nadir. Bagi Indonesia, 
keselamatan putra-putri terbaik bangsa kini 
dipertaruhkan dalam sebuah ketidakpastian 
yang tidak bisa lagi ditoleransi.

Belum kering air mata bangsa ini saat tiga 
prajurit TNI gugur di medan yang sama 
dalam insiden sebelumnya. Kala itu, dunia 
mengecam. Dalam pertemuan darurat De-
wan Keamanan PBB di New York, pekan 
lalu, hampir seluruh delegasi menyampaikan 
kecaman. Pemerintah Indonesia melayangkan 
protes diplomatik dan PBB berjanji melakukan 
investigasi.

Namun, berulangnya kejadian serupa 
membuktikan bahwa instrumen-instrumen 
tersebut sudah kehilangan taring. Kecaman 
yang hanya bersifat retoris terbukti gagal 
menjadi perisai bagi mereka yang berdiri di 
garis depan demi perdamaian dunia.

Editorial ini menegaskan bahwa diplomasi 
Indonesia tidak boleh lagi terjebak dalam 
bahasa yang tumpul. Dengan situasi ketika 
markas dan personel PBB, termasuk prajurit 
Indonesia, terus-menerus menjadi sasaran, 
langkah yang diambil haruslah bersifat luar 
biasa.

Sekadar nota protes sangat mungkin hanya 
akan berakhir di tumpukan arsip Dewan 
Keamanan PBB. Pemerintah harus berani 
menaikkan level tekanan kepada badan dunia 
tersebut agar memberikan konsekuensi diplo-
matik dan hukuman nyata terhadap pihak 
penyerang, dalam hal ini Israel.

Indonesia mesti konsisten menuntut ada-
nya investigasi independen internasional 
atas setiap serangan yang menimpa pasukan 
PBB. Kita tidak bisa terus-menerus menerima 
hasil investigasi internal dari pihak yang ber-
tikai. Tanpa investigasi yang transparan dan 
independen, impunitas akan tumbuh subur 
dan prajurit kita akan terus menjadi tumbal 
dari arogansi militer yang abai pada hukum 
internasional.

Hal krusial kedua yang mesti dievaluasi 
ialah aturan pelibatan yang selama ini mem-
belenggu pasukan perdamaian. Sangat ironis 
ketika prajurit kita dikirim untuk menjaga 
perdamaian, tetapi mereka dilarang melaku-
kan tindakan defensif aktif saat nyawa mereka 
terancam secara nyata. Prajurit TNI tidak 
dikirim ke Libanon untuk menjadi sasaran 
atau sekadar menjadi saksi bisu bagi seran-
gan-serangan ilegal.

Indonesia, sebagai salah satu negara pen-
yumbang pasukan terbesar di dunia, kiranya 
memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Inilah 
saatnya kita memimpin koalisi negara-negara 
penyumbang pasukan untuk menuntut De-
wan Keamanan PBB melakukan revisi total 
terhadap aturan pelibatan tersebut.

Terakhir, pemerintah dan jajaran TNI harus 
memiliki keberanian moral untuk bersikap 
lebih ekstrem jika jaminan keamanan tidak 
kunjung nyata. Kita harus mempertanyakan 
kembali, apa gunanya mempertahankan 
kehadiran pasukan di wilayah konflik kalau 
mandat perdamaian sudah tidak lagi dihor-
mati dan keselamatan mereka diabaikan 
organisasi dunia?

Jika PBB terbukti gagal menjamin perlin-
dungan minimal bagi prajurit kita, opsi mora-
torium pengiriman pasukan baru atau bahkan 
penarikan sebagian personel harus ada di atas 
meja. Keikutsertaan Indonesia dalam keterti-
ban dunia adalah amanat konstitusi, tetapi 
nyawa setiap prajurit merupakan representasi 
kedaulatan bangsa yang tidak boleh ditawar.

Diplomasi tanpa ketegasan akan kehilangan 
makna. Perlindungan bagi prajurit TNI di wi-
layah konflik bukan lagi sebuah permohonan, 
melainkan syarat mutlak bagi partisipasi kita 
di masa depan. Kita tidak ingin lagi menden-
gar kabar duka dari Libanon hanya karena du-
nia terlalu lamban bertindak dan kita terlalu 
ragu untuk bersikap keras.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Gerai Koperasi Merah Putih 
sebagai Penghubung Ekonomi Desa

GERAI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 
(KDKMP) hadir sebagai wajah baru penguatan 
ekonomi desa yang semakin terorganisir, modern, 
dan berdaya saing. Inisiatif ini tidak hanya mem-
bangun unit usaha, tetapi juga menciptakan ekosis-
tem distribusi yang lebih efisien dengan memper-
pendek rantai ekonomi dari produsen langsung ke 
konsumen, sehingga nilai tambah dapat dirasakan 
lebih optimal oleh masyarakat desa.

KEBERADAAN 
gerai koperasi 
menjadi sarana 
strategis dalam 

memperluas akses pasar 
bagi pelaku usaha lokal. Pro-
duk-produk unggulan desa 
kini memiliki kanal distribusi 
yang lebih terintegrasi dan 
berkelanjutan, membuka pel-
uang peningkatan skala usaha 
sekaligus memperkuat posisi 
ekonomi masyarakat. Melalui 
pendekatan ini, KDKMP ber-
peran sebagai penggerak uta-
ma ekonomi kerakyatan yang 
mendorong kemandirian dan 
pertumbuhan ekonomi dari 
tingkat desa.

Lebih dari itu, Gerai KD-
KMP merepresentasikan se-
mangat kemandirian ekonomi 
berbasis gotong royong. Den-
gan pengelolaan yang tepat, 
gerai ini berpotensi menjadi 
motor penggerak pertum-
buhan ekonomi desa yang 
inklusif dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, hingga 
akhir Maret 2026, pemban-
gunan KDKMP menunjukkan 
progres signifikan. Puluhan 
ribu titik kini telah mema-
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Pertegas 
Perlindungan 

Penjaga Damai

akhirnya untuk memastikan 
program tersebut berjalan 
efektif dan memberikan man-
faat langsung bagi masyarakat 
desa. 

Ke depan, operasional KD-
KMP akan diperkuat melalui 
skema pendampingan dan 
pengelolaan awal. Langkah 
ini dilakukan agar koperasi 
mampu berjalan optimal se-
belum dikelola mandiri oleh 
desa atau kelurahan. Hal 
itu menjadi bukti komitmen 
pemerintah menjadikan KDK-
MP sebagai motor penggerak 
ekonomi desa. 

Terkait itu, Bupati Garut 
Abdusy Sakur Amin ber-
pendapat, percepatan penye-
lenggaraan Koperasi Desa/
Kelurahan Merah Putih (KD-
KMP) merupakan mandat 
langsung dari Presiden Re-
publik Indonesia yang harus 
disukseskan di tingkat dae-
rah. Ia menekankan, fokus 
utama saat ini bukan sekadar 
pembangunan fisik atau le-
galitas koperasi, melainkan 
penguatan ekosistem ekonomi 
yang berkelanjutan.

Karena itu, keberhasilan 
program KDKMP bakal men-
jadi tolak ukur kinerja Pe-
merintah Kabupaten Garut 
terhadap Program Strategis 
Nasional. Ia juga memastikan 
Kabupaten Garut membe-
rikan pertanggungjawaban 
terkait dukungan terhadap 
program pemerintah pusat. 

Dukungan yang sama juga 
diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten Seruyan di Pro-
vinsi Kalimantan Tengah. Pe-
merintah Kabupaten Seruyan 
menegaskan komitmennya 
untuk menyukseskan pro-

gram Koperasi Merah Putih 
sebagai bagian dari program 
strategis nasional. 

Kepala Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian, dan 
Perdagangan Kabupaten 
Seruyan,  Adhian Noor , 
menyampaikan bahwa kebe-
radaan Koperasi Merah Putih 
di setiap desa diharapkan 
menjadi penggerak ekonomi 
desa sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
desa. 

Menurut Adhian, Peme-
rintah Kabupaten Seruyan 
memahami bahwa program 
KDKMP merupakan bagian 
penting dari program strategis 
nasional sehingga perlu didu-
kung oleh pemerintah daerah. 
Hingga saat ini sudah terd-
apat 10 gerai koperasi yang 
dibangun oleh pemerintah 
pusat di wilayahnya. 

Pemerintah Kabupaten Se-
ruyan berkomitmen aktif 
melakukan koordinasi lintas 
sektor, baik di tingkat provinsi 
maupun pusat, agar program 
KDKMP dapat berjalan sesuai 
mekanisme yang ditetapkan. 
Dengan percepatan Pem-
bangunan gerai koperasi di 
desa-desa, Pemerintah Ka-
bupaten Seruyan optimistis 
program tersebut menjadi pi-
lar penting dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi lokal 
dan meningkatkan kemandi-
rian masyarakat desa. 

Keberlanjutan Gerai KD-
KMP pada akhirnya san-
gat ditentukan oleh kualitas 
pengelolaan dan partisipasi 
aktif masyarakat desa. Tanpa 
keterlibatan kolektif, gerai 
ini berisiko menjadi sekadar 
proyek fisik tanpa dampak 

ekonomi yang nyata.
Oleh karena itu, penguatan 

kapasitas sumber daya manu-
sia menjadi aspek yang tidak 
bisa diabaikan. Pendampin-
gan yang berkelanjutan akan 
memastikan koperasi mampu 
beradaptasi dengan dinamika 
pasar dan kebutuhan masy-
arakat.

Selain itu, integrasi antar 
sektor perlu terus didorong 
agar KDKMP tidak berjalan 
sendiri-sendiri. Sinergi antara 
pemerintah, pelaku usaha, 
dan komunitas lokal menjadi 
kunci dalam menciptakan 
ekosistem ekonomi desa yang 
kokoh.

Transparansi dan akun-
tabilitas juga harus menjadi 
prinsip utama dalam opera-
sional koperasi. Kepercayaan 
masyarakat adalah modal 
sosial yang menentukan ke-
berhasilan jangka panjang 
program ini.

Jika dikelola secara konsis-
ten dan berorientasi pada ke-
butuhan riil masyarakat, Gerai 
KDKMP dapat menjadi solusi 
konkret dalam mengurangi 
kesenjangan ekonomi desa 
dan kota. Perannya sebagai 
penghubung ekonomi akan 
semakin kuat ketika mampu 
menghadirkan manfaat langs-
ung bagi kesejahteraan warga.

Dengan demikian, Gerai 
Koperasi Merah Putih bu-
kan hanya tentang distribusi 
barang, melainkan tentang 
membangun kemandirian 
ekonomi dari akar rumput. 
Dari desa yang kuat, fondasi 
ekonomi nasional yang tang-
guh dapat terus tumbuh dan 
berkembang. )* Pemerhati isu 
sosial-ekonomi

suki tahap Pembangunan. 
Sementara itu, lebih dari 3.000 
unit sudah rampung dan siap 
dimanfaatkan masyarakat 
dalam waktu dekat. 

Menteri Koordinator (Men-
ko) Bidang Pangan Zulkifli 
Hasan menyampaikan, dalam 
waktu dekat pemerintah akan 
mulai mendistribusikan ber-
bagai komoditas untuk mengi-
si unit-unit KDKMP tersebut. 
Ia berharap KDKMP menjadi 
pusat distribusi pangan dan 
kebutuhan masyarakat di ting-
kat desa. Skema itu bertujuan 
memperpendek rantai pasok 
sekaligus meningkatkan efi-
siensi distribusi. 

Selain itu, KDKMP juga ber-
fungsi sebagai offtaker hasil 
produksi pertanian setempat. 
Fasilitas pendukung seperti 
cold storage disiapkan untuk 
menjaga kualitas produk. 
Harapannya, KDKMP dapat 
memperkuat sistem distribusi 
pangan nasional agar lebih efi-
sien, inklusif, dan berkeadilan.

Zulhas menambahkan, pe-
merintah memperkuat lan-
dasan regulasi terkait opera-
sionalisasi KDKMP. Tujuan 
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TERKAIT pem-
batasan pertalite 
hingga 50 liter per 
hari untuk ken-

daraan pribadi dan solar 200 
liter per hari untuk kendaraan 
operasional, sudah tepat, 
tetapi untuk rencana kebija-
kan memberlakukan lagi 
dua arah di Jembatan I dan 
III, menuntut perencanaan 
yang matang, analisis yang 
komprehensif, serta pertim-
bangan yang rasional dan 
berbasis data. Tanpa itu se-
mua, kebijakan yang awalnya 
dimaksudkan sebagai solusi 
justru berpotensi akan men-
jadi sumber persoalan baru.

Pada dasarnya, setiap ke-
bijakan lalu lintas harus lahir 
dari nalar yang jernih, berpij-
ak pada data empiris, serta 
berorientasi pada kepentin-
gan publik. Dalam konteks 
ini, perencanaan transportasi 
tidak boleh hanya bersifat 
asumtif atau reaktif, melain-
kan harus melalui kajian 
mendalam yang mencakup 
berbagai aspek teknis dan 
sosial. 

Oleh karena itu, sebelum 
kebijakan dua arah benar-be-
nar diterapkan di Jembatan I 
dan Jembatan III, pertanyaan 
mendasar yang perlu dijawab 

RENCANA Pemerintah Kota Palu untuk 
membuka akses dua arah di Jembatan I dan 
Jembatan III di Palu dengan dalih pembatasan 
bahan bakar minyak (BBM), seharusnya tidak 
diputuskan secara tergesa-gesa, sebagaimana 
hasil dari Rapat koordinasi pada Kamis 2 April 
2026 di Kantor walikota Palu.

dipastikan akan semakin 
sering terjadi, terutama pada 
jam-jam sibuk. Arus kenda-
raan yang sebelumnya lebih 
teratur dalam sistem satu arah 
akan berubah menjadi lebih 
kompleks dan rawan konflik. 

Titik-titik kemacetan baru 
hampir pasti akan bermuncu-
lan, baik di area jembatan 
maupun pada ruas jalan yang 
terhubung dengannya. Dam-
paknya, waktu tempuh masy-
arakat akan semakin panjang, 
dan aktivitas sehari-hari pun 
menjadi terganggu.

Dalam situasi lalu lintas 
yang tidak kondusif seperti 
ini, klaim bahwa kebijakan 
dua arah dapat menghemat 
penggunaan BBM menjadi 
sulit diterima secara logika. 
Kendaraan yang terjebak 
dalam kemacetan, dengan 
pola berhenti dan berjalan 
yang tidak teratur, justru akan 
mengonsumsi bahan bakar 
lebih banyak dibandingkan 
dengan kendaraan yang ber-
gerak dalam arus yang lancar. 

Dengan kata lain, kebijakan 
yang dimaksudkan untuk 
efisiensi energi justru ber-
potensi menghasilkan efek 
sebaliknya, yaitu pemborosan 
BBM yang lebih besar. Lebih 
dari itu, rencana kebijakan 
ini terkesan mengabaikan 
prinsip-prinsip dasar dalam 
manajemen transportasi. Sa-
lah satu prinsip utama dalam 
rekayasa lalu lintas adalah 
menciptakan kelancaran arus 
kendaraan dengan memini-
malkan konflik pergerakan. 
Sistem dua arah yang di-
terapkan tanpa perencanaan 
matang justru berpotensi 
meningkatkan jumlah titik 
konflik, baik di persimpangan 
maupun pada ruas jalan yang 

memiliki kapasitas terbatas.
Masyarakat tentu berha-

rap agar pemerintah Kota 
Palu dapat berperan sebagai 
problem solver yang mam-
pu menghadirkan kebijakan 
yang tepat dan efektif, bukan 
sekadar melakukan uji coba 
kebijakan tanpa dasar yang 
kuat. Untuk itu, diperlukan 
evaluasi yang menyeluruh 
dan berbasis data lapangan. 
Kajian tersebut harus men-
cakup berbagai indikator 
penting, seperti volume ken-
daraan pada berbagai waktu, 
pola pergerakan masyarakat, 
kapasitas infrastruktur jalan, 
serta simulasi dampak kebija-
kan dalam berbagai skenario. 
Tanpa adanya kajian yang 
komprehensif, kebijakan yang 
diambil berisiko kehilangan 
legitimasi di mata publik. 

Kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah sangat 
bergantung pada sejauhmana 
kebijakan yang dihasilkan 
mampu menjawab kebutuhan 
nyata di lapangan. Jika ke-
bijakan justru menimbulkan 
ketidaknyamanan dan keru-
gian bagi masyarakat, maka 
kepercayaan tersebut akan 
semakin menurun.

Selain itu, pemerintah kota 
juga perlu membuka ruang 
dialog yang lebih luas dengan 
berbagai pihak. Keterlibatan 
masyarakat, akademisi, dan 
praktisi transportasi sangat 
penting dalam proses peru-
musan kebijakan arus lalu 
lintas di Kota Palu. Dengan 
adanya partisipasi publik, 
kebijakan yang dihasilkan 
akan lebih kaya perspektif 
dan memiliki dasar yang 
lebih kuat. 

Kota Palu bukanlah labo-
ratorium eksperimen kebija-

kan, melainkan ruang hidup 
bersama yang harus dikelola 
dengan penuh tanggung ja-
wab. Kedepan, justru yang 
lebih dibutuhkan oleh Kota 
Palu adalah penguatan sistem 
satu arah di berbagai ruas 
jalan strategis. Beberapa jalan 
seperti jalan Lalove, Gusti 
Ngurah Rai, Sam Ratulangi, 
Setia Budi, Wolter Mongin-
sidi, hingga jalan Sis Aljufri 
memiliki potensi untuk di-
kembangkan sebagai jalur 
one way guna mengurangi 
kepadatan lalu lintas. Pene-
rapan sistem ini, jika diren-
canakan dengan baik, dapat 
membantu menciptakan arus 
kendaraan yang lebih lancar, 
mengurangi titik konflik, 
serta meningkatkan efisiensi 
perjalanan masyarakat.

Pada akhirnya, kebijakan 
lalu lintas harus selalu berpij-
ak pada tujuan utama, yaitu 
menciptakan kenyamanan, 
keamanan, dan efisiensi bagi 
seluruh pengguna jalan. Jika 
rencana kebijakan dua arah di 
Jembatan I dan Jembatan III 
justru berpotensi menimbul-
kan kemacetan, pemborosan 
energi, serta meningkatnya 
waktu tempuh, maka sudah 
sepatutnya rencana tersebut 
dikaji ulang secara serius.

Setiap kebijakan publik 
harus dirancang dengan 
penuh kehati-hatian, berba-
sis data dan kajian ilmiah, 
serta melibatkan partisipasi 
masyarakat. Hanya dengan 
cara itulah kebijakan yang 
dihasilkan dapat benar-benar 
memberikan manfaat nyata 
bagi kehidupan masyarakat. 
Wallahu a’lam.(*) *) Penulis 
adalah Dosen Kebijakan Publik 
Universitas Muhammadiyah 
Palu.

adalah, apakah kebijakan 
tersebut telah melalui pro-
ses kajian yang benar-benar 
matang?

Pertanyaan ini menjadi pen-
ting, mengingat kondisi lalu 
lintas di Kota Palu yang terus 
mengalami peningkatan volu-
me kendaraan dari waktu ke 
waktu. Pertumbuhan jumlah 
kendaraan yang tidak diim-
bangi dengan penambahan 
kapasitas jalan akan berpoten-
si menimbulkan kemacetan 
yang semakin kompleks. 

Dalam kondisi seperti ini, 
penerapan sistem satu arah 
(one way) pada sejumlah ruas 
jalan justru selama ini menjadi 
salah satu solusi yang cukup 
efektif untuk mengurai kepa-
datan arus kendaraan. 

Ironisnya, ketika sistem 
satu arah yang sudah berjalan 
dengan relatif baik justru 
direncanakan untuk diubah 
kembali menjadi dua arah, 
maka muncul kekhawatiran 
bahwa kebijakan tersebut 
justru akan memperburuk 
kondisi yang ada.

Alih-alih memberikan so-
lusi terhadap kemacetan, 
rencana penerapan dua arah 
di jembatan tersebut justru 
berpotensi menimbulkan 
masalah baru. Kemacetan 

Rencana Kebijakan Dua Arah di Jembatan I dan III Perlu Kajian Matang
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SULTENG RAYA - Ken-
daraan segmen compact bagi 
kalangan muda dinilai paling 
relevan dijangkau sebagai 
first car atau mobil pertama. 

Dalam menentukan pili-
han itu, muncul salah satu 
pilihan utama yang mena-
warkan lebih dari sekadar 
mobil. Dia adalah Toyota 
Agya Stylix. Mobil ini tak 

hanya mendukung mobili-
tas, tetapi juga menunjang 
gaya kawula muda.

Bagaimana tidak, Toyota 
Agya Stylix menawarkan 
interior dan eksterior modis, 
kombinasi desain modern 
yang berbalut fitur canggih 
yang dibutuhkan.

“Toyota Agya Stylix hadir 
sebagai jawaban atas kein-

ginan anak muda terhadap 
first car yang bukan hanya 
fungsional, tapi punya iden-
titas visual yang kuat. Mobil 
yang menggabungkan aspek 
affordability (keterjangkau-
an) dengan eksklusivitas 
desain dibanding versi stan-
dar,” kata General Marke-
ting Manager Kalla Toyota, 
Suliadin kepada Sulteng 

Raya, Senin (6/4/2026).
Dari sisi tampilan luar, 

Toyota Agya Stylix hadir 
dengan sentuhan eksterior 
sporty, memberikan kesan 
dinamis dan kekinian – san-
gat mendukung manuver 
pengendaranya di tengah 
jalanan perkotaan padat. 
Sangat ideal bagi anak muda 
yang suka mobilitas tinggi. 

Masuk ke bagian interior, 
nuansa modern langsung 

terasa melalui dominasi 
warna gelap yang elegan. 
Fitur hiburan yang sudah 
terintegrasi dengan layar 
sentuh memberikan kemu-
dahan konektivitas, terma-
suk untuk mendengarkan 
musik atau mengakses na-
vigasi. Hal yang barang 
tentu menjadi nilai tambah 
bagi pengguna muda yang 
tidak lepas dari gaya hidup 
digital. 

“Dengan ukuran yang 
compact dan harga yang 
cukup terjangkau, tentunya 
sangat pas untuk gen Z dan 
milenial menjadikannya 
mobil pertama. Mobil yang 
sangat aman dan nyaman 
menemani mobilitas seha-
ri-hari,” kata Suliadin.

Secara keseluruhan, Toyo-
ta Agya Stylish tidak hanya 
menawarkan fungsi seba-
gai alat transportasi, tetapi 

juga menjadi bagian dari 
gaya hidup.  Dengan desain 
menarik, fitur modern, dan 
efisiensi yang baik, mobil 
ini dinilai cocok bagi anak 
muda yang ingin tampil 
aktif, praktis, dan tetap ber-
gaya di setiap perjalanan. 

Adapun harga on the road 
(OTR) Toyota Agya Stylix di 
Sulteng yakni Rp226.700.000 
untuk tipe Stylix 1.2 G CVT 
with GR Aero Package. RHT

Toyota Agya Stylix: Pilihan Anak 
Muda, Dukung Mobilitas dan Gaya

TAMPILAN Toyota Agya Stylix pada salah satu iven display yang diselenggarakan oleh Kalla Toyota. 
FOTO: DOK. KALLA TOYOTA

SULTENG RAYA - Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) menyampaikan 
update perkembangan pengawasan 
di bidang pasar modal, baik di pa-
sar saham, obligasi (surat utang), 
maupun reksa dana. Tercatat, secara 
keseluruhan, kinerja pasar modal 
mengalami koreksi, imbas eskalasi 
perang di Timur Tengah. 

“Pasar saham domestik menun-
jukkan pergerakan yang dinamis 
pada Maret 2026. Sebagaimana 
juga dialami oleh bursa global dan 
regional lainnya sebagai dampak 
terjadinya konflik geopolitik di 
kawasan Timur Tengah dan juga 
diikuti dengan lonjakan harga-har-
ga komoditas energi di dunia,” kata 
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar 
Modal, Keuangan Derivatif, dan 
Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi 
dalam konferensi pers Rapat Dewan 
Komisioner (RDK) Bulan April 2026 
yang digelar secara daring, Senin 
(6/4/2026).  

OJK mencatatkan, Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) pada 
akhir Maret ditutup di level 7.048,22 
atau terkoreksi sebesar 14,42 persen 
secara month to month (mtm). In-
vestor asing tercatat membukukan 
net sell di pasar saham senilai Rp 
23,34 triliun (mtm). 

Adapun, di pasar obligasi, Indo-
nesia Composite Bond Index atau 
ICBI ditutup pada level 433,16, 
terkoreksi sebesar 2,03 persen (mtm) 
atau 1,74 persen secara year to date 
(ytd).  

“Seiring peningkatan persepsi 
risiko akibat terjadinya ketidak-
pastian global, investor non residen 
membukukan net sell di pasar SBN 
(Surat Berharga Negara) sebesar 

Rp 21,80 triliun (mtm),” terangnya. 
Kemudian, pada industri pen-

gelolaan investasi, juga tercatat 
bergerak searah dengan tren pasar 
pada Maret 2026. Namun, Hasan 
menyebut penurunannya cender-
ung lebih moderat. 

NAB (Nilai Aktiva Bersih) untuk 
reksa dana tercatat sebesar Rp 
695,71 triliun atau terkoreksi sebesar 
2,51 persen (mtm). Namun masih 
tumbuh positif sebesar 3,02 persen 
secara ytd. Terjaganya kinerja NAB 
ditopang oleh adanya net subscrip-
tion secara ytd yang signifikan, 
yakni sebesar Rp 29,12 triliun. 

Meskipun kinerja di pasar modal 
cenderung mengalami pelemahan, 
Hasan mengungkapkan, tren positif 
mengenai bertambahnya jumlah 
investor domestik. Jumlah investor 
di pasar modal dalam negeri terus 
mencatat peningkatan signifikan, 
yakni bertambah sebanyak 1,78 juta 
investor baru di bulan Maret 2026. 

“Sehingga total jumlah investor 
kita sudah mencapai 24,74 juta atau 
telah tumbuh sebesar 21,51 persen 
ytd,” terangnya. 

Ia menyampaikan, pasar modal 
dalam negeri terus menjalankan 
peran pentingnya sebagai sumber 
permbiayaan jangka panjang bagi 
dunia usaha. Hingga akhir Maret 
2026 secara ytd nilai fundraisingdi 
korporasi di pasar modal telah 
mencapai angka Rp 51,96 triliun, 
dan terdapat 53 rencana pena-
waran umum di dalam pipeline. 
Untuk penggalangan dana melalui 
securities crowdfunding (SCF) 
pada Maret 2026 nilai dana yang 
dihimpun tercatat sebesar Rp 18,07 
miliar. ROL

IHSG Turun 14,42 
Persen pada Maret 2026

SULTENG RAYA – Di 
tengah tantangan ekonomi 
yang dihadapi pelaku usa-
ha ultra mikro, perempuan 
turut mengambil peran 
dalam mengembangkan 
usaha dan menciptakan 
peluang. 

Melalui sinergi Holding 
Ultra Mikro yang terdiri 
atas PT Bank Rakyat Indo-
nesia (Persero) Tbk (BRI), 
PT Permodalan Nasional 
Madani (PNM), serta PT 
Pegadaian, upaya pendam-
pingan dan perluasan akses 
layanan keuangan terus 
diperkuat guna mendorong 
masyarakat mengembang-
kan potensi usaha secara 
berkelanjutan.

Kisah tersebut tercermin 
dari perjalanan Onih Surya-
ti, nasabah PNM Mekaar 
sekaligus BRILink Agen di 
Kabupaten Bandung Barat. 
Sejak 2022, ia mengem-
bangkan usaha berbasis 
pertanian dan peternakan 
dengan fokus pada budi-
daya cacing serta produksi 
pupuk kascing (bekas ca-
cing). Onih menuturkan, 
usahanya bermula dari per-
masalahan limbah. Melalui 
pelatihan yang difasilitasi 
PNM, limbah tersebut mu-
lai diolah menjadi produk 
bernilai ekonomi.

“Awalnya kotoran sapi 
menjadi limbah yang men-
cemari lingkungan. Kemu-
dian, melalui pelatihan dari 
PNM, limbah tersebut di-
manfaatkan sebagai pakan 
cacing, dan pupuk kascing-
nya dimanfaatkan untuk 
pertanian,” ungkapnya.

Seiring berjalannya wak-
tu, pemanfaatan limbah ter-
sebut berkembang menjadi 
sistem usaha yang terinte-

grasi. Limbah ternak diolah 
melalui instalasi biogas, 
kemudian dimanfaatkan 
sebagai pakan cacing hing-
ga menghasilkan pupuk 
organik untuk pertanian. 
Dukungan berupa hibah 
greenhouse dari PNM turut 
memperkuat pengemban-
gan usaha sekaligus men-
dukung ketahanan pangan 
keluarga.

Perkembangan usaha 
tersebut juga membu-
ka peran baru bagi Onih 
sebagai BRILink Agen 
yang melayani berba-
gai kebutuhan transaksi 
masyarakat di sekitarnya, 
sekaligus memberikan 
tambahan pendapatan 
bagi dirinya. 

“Setelah ada biogas, ibu 
tidak pernah membeli gas 
LPG. Hasil penjualan ca-
cing dan pupuk kascing 
dapat membantu merin-
gankan kebutuhan seha-
ri-hari termasuk juga biaya 
sekolah anak,” ujarnya.

Corporate Secretary PT 
Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Dhanny 
menyampaikan bahwa 
kisah Onih Suryati seba-
gai nasabah PNM Mekaar 
sekaligus BRILink Agen di 
Kabupaten Bandung Barat 
mencerminkan peran si-
nergi Holding Ultra Mikro 
dalam memperkuat kapasi-
tas usaha secara berkelan-
jutan, terutama bagi pelaku 
usaha perempuan. 

“Keberadaan ekosistem 
ultra mikro menghadirkan 
pemberdayaan yang ber-
fokus pada pendampingan 
usaha serta keterhubungan 
dengan layanan keuan-
gan formal. Pendekatan ini 
mendorong pelaku usaha, 

IHSG (ilustrasi). FOTO: IST

Nasabah PNM Mekaar 
Kembangkan Usaha lewat 

Sinergi Ultra Mikro BRI

USAHA budidaya cacing serta produksi pupuk kascing milik Onih Suryati. FOTO: DOK. BRI 

khususnya perempuan, un-
tuk mengembangkan usa-
hanya secara lebih produk-
tif sekaligus menciptakan 
nilai ekonomi baru yang 
berdampak langsung bagi 
lingkungan sekitarnya,” 
ujarnya.

Sebagaimana diketahui, 
melalui perusahaan anak 
BRI, PNM menghadirkan 
program PNM Mekaar 
(Membina Ekonomi Ke-
luarga Sejahtera) sebagai 
solusi pemberdayaan bagi 
perempuan prasejahtera 
yang belum memiliki akses 
ke layanan keuangan for-

mal (unbankable), melalui 
penyediaan akses permo-
dalan tanpa agunan serta 
pendampingan usaha se-
cara berkelanjutan.

Dalam ekosistem Hol-
ding Ultra Mikro BRI 
Group, program ini juga 
menunjukkan dampak 
yang nyata. Sepanjang 
tahun 2025, tercatat seba-
nyak 1,4 juta debitur PNM 
berhasil naik kelas, mencer-
minkan peningkatan kapa-
sitas usaha serta perluasan 
akses keuangan formal bagi 
para pelaku usaha ultra 
mikro. RHT
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Pemerintah Daerah Ka-
bupaten Parigi Moutong 
mulai mengimplementasi-
kan skema kerja berbasis 
Work From Office (WFO) 
dan Work From Home 
(WFH) tersebut. Kebija-
kan ini dipandang seba-
gai langkah maju dalam 
menyesuaikan ritme kerja 
birokrasi dengan dinamika 
zaman. Namun di balik itu, 
muncul potensi kesalahpa-
haman yang dinilai dapat 
mengganggu stabilitas pe-
layanan publik, khususnya 
terkait istilah Work From 
Anywhere (WFA) yang 
tidak diakomodasi dalam 
regulasi tersebut.

Wakil DPRD Kabupaten 
Parigi Moutong, Sayutin 
Budianto, mengingatkan 
seluruh ASN agar tidak ke-
liru menafsirkan kebijakan 
ini. Ia menegaskan bahwa 
fleksibilitas kerja bukan 
berarti kebebasan tanpa 
batas, melainkan tetap be-
rada dalam sistem kendali 
yang terukur.

Menurutnya, pemaha-
man yang tidak utuh ter-
hadap perbedaan antara 
WFH dan WFA berpotensi 
menimbulkan persoalan 
serius, baik dari sisi koordi-
nasi antarinstansi maupun 
tanggung jawab pelayanan 
kepada masyarakat.

“Kita harus memahami 

secara utuh edaran Men-
dagri tersebut. Jangan 
sampai yang diterapkan 
di lapangan justru WFA, 
padahal yang diatur hanya 
WFO dan WFH,” ujarnya, 
menegaskan pentingnya 
ketepatan interpretasi ke-
bijakan.

Ia menjelaskan, konsep 
Work From Anywhere 
yang memungkinkan pe-
gawai bekerja dari lokasi 
mana pun, termasuk di 
luar wilayah tugas, berisiko 
melemahkan responsivitas 
birokrasi. Dalam situasi ter-
tentu, kehadiran fisik ASN 
masih menjadi kebutuhan 
mutlak, terutama ketika 
terjadi kondisi darurat atau 
pelayanan mendesak yang 
tidak bisa ditunda.

Kekhawatiran tersebut 
bukan tanpa alasan. Sayu-
tin menilai, jika seorang 
ASN berada di luar kota 
dan sewaktu-waktu dibu-
tuhkan kehadirannya di 
kantor, maka kondisi itu 
berpotensi menimbulkan 
persoalan administratif 
hingga berdampak pada 
kualitas pelayanan publik.

“Bayangkan jika dalam 
kondisi mendesak ASN 
dibutuhkan, sementara 
yang bersangkutan berada 
jauh dari kantor. Ini bukan 
hanya soal disiplin, tetapi 
juga menyangkut tanggung 

jawab pelayanan kepada 
masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekan-
kan bahwa kebijakan WFH 
tetap memiliki batasan yang 
jelas. ASN yang bekerja dari 
rumah harus tetap berada 
dalam jangkauan koor-
dinasi dan pengawasan 
pimpinan, serta mampu 
memenuhi target kinerja 
yang telah ditetapkan. Den-
gan kata lain, fleksibilitas 
kerja harus berjalan seiring 
dengan akuntabilitas.

Dalam konteks ini, WFO 
tetap menjadi fondasi uta-
ma pelayanan publik, di 
mana kehadiran fisik ASN 
di kantor memastikan pro-
ses administrasi berjalan 
lancar dan interaksi pe-
layanan dapat dilakukan 
secara optimal. Sementara 
WFH berfungsi sebagai 
alternatif yang terukur, 
bukan pengganti total dari 
sistem kerja konvensional.

Penegasan DPRD ini di-
harapkan menjadi pengin-
gat bagi seluruh ASN di 
Kabupaten Parigi Moutong 
untuk tidak terjebak dalam 
euforia fleksibilitas kerja 
tanpa memahami batasan-
nya. Di tengah upaya mem-
bangun birokrasi yang mo-
dern dan responsif, disiplin 
dan kepatuhan terhadap 
regulasi tetap menjadi pilar 
utama. AJI

Menurutnya, Halal Biha-
lal bukan sekadar seremoni, 
melainkan jembatan yang 
menghubungkan pemerin-
tah dan masyarakat dalam 
satu tujuan: membangun 
daerah dengan rasa saling 
percaya dan gotong ro-
yong.

Namun, di balik suasa-
na penuh kehangatan itu, 
Bupati juga menyisipkan 
pesan-pesan strategis. Ia 
mengingatkan penting-
nya peran bersama dalam 
memerangi peredaran 
narkoba yang kian men-
gancam generasi muda. 
Baginya, menjaga masa de-
pan daerah berarti menjaga 
anak-anaknya dari bahaya 
yang merusak.

Tak hanya itu, arah pem-
bangunan ekonomi desa 
pun mulai ditegaskan. 
Bupati mendorong setiap 
desa untuk menyiapkan 
minimal dua hektar lahan 
perkebunan durian, sebagai 
langkah konkret mengopti-
malkan potensi unggulan 
daerah yang bernilai eko-
nomi tinggi.

Di sisi lain, kewaspad-
aan terhadap keamanan 
lingkungan juga menja-
di perhatian. Ia mengajak 
masyarakat untuk kemba-
li menghidupkan Sistem 
Keamanan Lingkungan 
(Siskamling) sebagai ben-
teng awal menjaga keterti-
ban dan mencegah tindak 
kriminalitas.

“Keamanan bukan hanya 
tanggung jawab aparat, 
tetapi juga bagian dari ke-
pedulian bersama,” men-
jadi semangat yang tersirat 
dalam pesannya.

Menutup sambutannya, 
Bupati mengajak seluruh 
elemen masyarakat untuk 
terus merawat persatuan 
dan memperkuat sinergi 
dalam mendukung pem-
bangunan daerah melalui 
program Gerbang Desa.

Di Tinombo, Halal Biha-
lal tahun ini bukan hanya 
tentang saling memaafkan, 
tetapi juga tentang menya-
tukan langkah dari silatu-
rahmi menuju aksi nyata 
membangun Parigi Mou-
tong yang lebih baik. AJI

jenuh dan tetap lahap ma-
kan.

“Saya berharap SPPG 
mengedepankan kualitas 
menu makanan. Sajikan 
menu yang terbaik kepa-
da anak-anak, ini sangat 
mempengaruhi nafsu ma-
kan mereka supaya anak-
anak Morowali Utara tum-
buh dan sehat,” ujarnya.

Menurut dia keberad-
aan SPPG memiliki peran 
strategis dalam memper-
kuat kualitas sumber daya 
manusia (SDM) sejak dini, 
Layanan MBG tidak hanya 
menyasar anak sekolah, 
tetapi juga kelompok ren-
tan seperti balita, ibu ha-
mil, dan ibu menyusui.

Secara nasional, SPPG 

diposisikan sebagai garda 
terdepan dalam imple-
mentasi program MBG, 
kualitas operasional di 
tingkat layanan, termasuk 
standar kebersihan, tata 
kelola, dan konsistensi 
distribusi, menjadi faktor 
penting yang mempengar-
uhi kepercayaan masya-
rakat terhadap program 

tersebut.
“Peran pemerintah dae-

rah (pemda) melakukan 
pengawasan lapangan. 
Kami konsisten untuk me-
mastikan keamanan pan-
gan, kehigienisan dapur 
dan alur kerja SPPG yang 
teratur demi kelancaran 
program pemerintah pus-
at,” tutur Delis. ANT

Bupati Sigi, Mohamad 
Rizal Intjenae, dalam sambu-
tannya menegaskan bahwa 
festival tersebut menjadi 
langkah awal pemerintah 
daerah untuk mengangkat 
potensi kuliner dan budaya 
lokal sebagai kekuatan ek-
onomi baru di Kabupaten 
Sigi.

Menurut Rizal,  Tapa 
Gogoso bukan sekadar 
makanan tradisional, me-
lainkan warisan budaya 
yang memiliki nilai sejarah 
dan kultural yang kuat, 
terutama karena menjadi 
sajian khas masyarakat Sigi 
pada momentum Idulfitri.

“Kalau berbicara pari-
wisata, bukan hanya soal 
keindahan alam, tetapi 
juga budaya yang menjadi 
identitas. Tapa Gogoso ini 
adalah bagian dari budaya 
yang bisa kita kembangkan 

menjadi kuliner khas daer-
ah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pe-
merintah Kabupaten Sigi 
berencana meningkatkan 
skala pelaksanaan Festi-
val Tapa Gogoso menjadi 
agenda tingkat kecamatan 
dengan melibatkan seluruh 
desa di Kecamatan Dolo.

“Ke depan, festival ini 
tidak hanya digelar di Kota 
Rindau, tetapi dapat men-
jadi event bersama seluruh 
desa di Kecamatan Dolo. 
Ini akan kita dorong ma-
suk dalam kalender event 
daerah,” jelasnya.

Rizal menilai pengem-
bangan festival berbasis 
kuliner lokal seperti Tapa 
Gogoso juga sejalan den-
gan upaya pemerintah 
dalam mendorong sektor 
pertanian dan pariwisata 
secara bersamaan. 

Pasalnya, bahan baku 
utama Tapa Gogoso be-
rasal dari hasil pertanian 
masyarakat setempat, te-
rutama beras ketan yang 
menjadi komoditas ung-
gulan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Anggota 
DPRD Sulawesi Tengah 
dari Fraksi Golkar, Musli-
man, menyatakan dukun-
gannya terhadap pelaksa-
naan Festival Tapa Gogoso 
agar dapat ditetapkan se-
cara resmi sebagai agenda 
wisata kuliner daerah.

Ia berharap pemerintah 
daerah dapat menerbitkan 
regulasi atau keputusan 
resmi sehingga festival 
tersebut memiliki keber-
lanjutan dan terus dikem-
bangkan dari tahun ke 
tahun.

“Kami berharap festival 
ini bisa ditetapkan secara 

resmi sebagai salah satu 
destinasi wisata kuliner 
Kabupaten Sigi agar terus 
dilestarikan dan dikem-
bangkan ke depan,” kata 
Musliman.

Festival Tapa Gogoso 
merupakan tradisi kuliner 
khas masyarakat Sigi, khu-
susnya di wilayah Dolo, 
yang identik dengan sajian 
berbahan dasar beras ke-
tan, termasuk varian beras 
ketan hitam yang selama 
ini menjadi favorit masya-
rakat saat hari raya.

D e n g a n  p e n g u a t a n 
konsep festival serta du-
kungan berbagai pihak, 
Tapa Gogoso diharapkan 
mampu menjadi ikon baru 
pariwisata berbasis bu-
daya di Kabupaten Sigi, 
sekaligus memberi dam-
pak terhadap peningkatan 
ekonomi masyarakat. FRY

daerah dalam membuka 
akses bagi masyarakat di 
wilayah terpencil, khusus-
nya di kawasan Kulawi Raya 
dan daerah perbatasan.

“Ini pak Bupati tidak ada 
malunya, yang penting ada 
anggaran dia pigi akan. 
Komiu pelihara baik-baik 
ini Bupatinya komiu ini. 
Ini anugerah tuhan yang 
diberikan kepada Sigi bers-
ama Pak Wakil Bupati,”ujar 
Anwar Hafid dengan nada 
candaan memuji Bupati 
Sigi, disambut tawa dan 
tepuk tangan warga.

Anwar menilai, upaya 
tersebut bukanlah peker-
jaan yang mudah. Namun, 
Bupati Sigi dinilai berani 
mengambil langkah dengan 
membangun kerja sama ber-
sama investor untuk mem-
buka akses wilayah yang 
selama ini masih terisolir.

Ia menegaskan, pemban-
gunan ruas Boladangko–
Banggaiba sangat penting 
karena masyarakat di wila-
yah tersebut masih meng-
hadapi keterbatasan akses 
transportasi dan pelayanan 
dasar.

“Pengembangan ruas 
jalan ini menjadi kado spe-
sial bagi Hari Ulang Tahun 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang akan diperingati 
pada 13 April mendatang,” 
ujarnya.

Menurut Anwar, keha-
diran jalan tersebut nan-
tinya tidak hanya memper-
mudah mobilitas masyara-
kat, tetapi juga membuka 
peluang ekonomi baru, 
memperlancar distribusi 
hasil pertanian, serta mem-
percepat pelayanan kese-
hatan dan pendidikan.

“Kalau akses jalan sudah 

terbuka, ekonomi masya-
rakat akan bergerak. Anak-
anak lebih mudah ke se-
kolah, warga lebih cepat 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan, dan hasil bumi 
bisa dipasarkan dengan 
lebih baik,” katanya.

Gubernur juga memuji 
langkah Pemkab Sigi yang 
menggandeng PT Anuge-
rah Lestari Power dalam 
pembangunan jalan terse-
but melalui program tang-
gung jawab sosial perusa-
haan (CSR).

Menurutnya, kolaborasi 
antara pemerintah dan pi-
hak swasta menjadi solusi 
percepatan pembangunan, 
terutama di tengah keter-
batasan anggaran pemer-
intah.

“Kalau hanya mengandal-
kan APBD dan APBN, tentu 
membutuhkan waktu yang 

panjang. Karena itu, saya 
mendukung penuh langkah 
Bupati Sigi menggandeng 
swasta untuk mempercepat 
pembangunan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, 
Anwar Hafid juga memas-
tikan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah akan men-
dukung penuh pengemban-
gan ruas jalan Boladang-
ko–Banggaiba yang diren-
canakan memiliki panjang 
sekitar 65 kilometer.

Ia berharap proyek terse-
but dapat selesai tepat wak-
tu sehingga manfaatnya se-
gera dirasakan masyarakat.

Selain mendukung pem-
bangunan ruas jalan ter-
sebut, Gubernur Anwar 
Hafid juga berjanji akan 
menyediakan kendaraan 
ambulans bagi setiap desa 
yang dilalui jalur pengem-
bangan jalan tersebut.FRY

serta pengelolaan limbah.
Selain itu, RAD GRK juga 

menjadi panduan dalam 
pemanfaatan dukungan 
pendanaan insentif karbon 

dari skema Result Based 
Payment REDD+

“Kepercayaan mitra pem-
bangunan internasional ke-
pada kita sangat bergantung 

pada kualitas dokumen dan 
konsistensi implementasi yang 
diterapkan,” sambungnya.

Kegiatan diikuti lebih 
kurang 60 peserta dari Un-

sur Pemerintah, Akademisi, 
hingga masyarakat sipil un-
tuk memberi masukan, guna 
menyempurnakan dokumen 
RAD GRK. *WAN

MULAI 2026

SULTENG RAYA - BPJS 
Ketenagakerjaan mengha-
dirkan program keringanan 
iuran bagi pekerja Bukan Pe-
nerima Upah (BPU). Mulai 
tahun 2026, iuran untuk pro-
gram Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) dan Jaminan Ke-
matian (JKM) mendapatkan 
potongan hingga 50 persen.

Program ini ditujukan 

untuk meringankan beban 
pekerja mandiri tanpa men-
gurangi manfaat perlindun-
gan yang diberikan. Pihak 
BPJS menegaskan bahwa 
meskipun iuran didiskon, 
peserta tetap memperoleh 
manfaat secara penuh sesuai 
ketentuan yang berlaku.

“Kebijakan diskon ini me-
miliki masa berlaku yang 

berbeda berdasarkan sektor 
pekerjaan. Untuk sektor 
transportasi, potongan iuran 
berlaku sejak Januari 2026 
hingga Maret 2027. Sementa-
ra itu, sektor non-transporta-
si akan mendapatkan diskon 
mulai April 2026 hingga 
Desember 2026,” kata Ke-
pala BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Palu, Nursalam 

Halim dalam keterangan ter-
tulisnya, Senin (6/4/2026).

Menurut Nursalam Halim, 
melalui program ini, BPJS 
Ketenagakerjaan berharap 
semakin banyak pekerja 
informal yang terlindungi 
jaminan sosial ketenagaker-
jaan. Dengan iuran yang 
lebih ringan, pekerja diha-
rapkan dapat bekerja dengan 

SULTENG RAYA - Ket-
ua Badan Anggaran (Bang-
gar) DPR RI, Said Abdullah 
menolak usulan untuk 
mengurangi subsidi Ba-
han Bakar Minyak (BBM) 
untuk menjaga Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN).

“Kalau subsidi BBM 
dikurangi kami enggak 
setuju. Yang diperlukan 
justru adalah subsidi LPG 
3 kilogram itu harus tepat 
sasaran, targeted,” katanya 
kepada wartawan di kom-
pleks parlemen DPR RI, 
Jakarta, Senin (6/4).

Said menjelaskan meka-
nisme agar penyalurannya 
tepat sasaran adalah den-
gan memperketat sistem. 
Dia mencontohkan seperti 
dengan penggunaan sidik 
jari atau retina mata bagi 
masyarakat yang berhak.

“Caranya, bukan seke-
dar semata-mata pemerin-
tah punya data sentral, tapi 
juga lakukanlah, berulang 
kali saya bolak-balik, den-
gan sidik jari atau retina 

mata, bagi orang yang ber-
hak untuk mendapatkan 
tabung LPG 3 kilogram,” 
jelasnya.

Dalam penjelasannya, 
Said mengungkap saat ini 
hanya sekitar 5,4 juta dari 
8,6 juta orang yang sesuai 
sasaran subsidi BBM  saat 
ini.

“Karena hitungan kami, 
dari 8,6 juta, kalau mau te-
pat sasaran, targeted, tidak 
sia-sia menghambur-ham-
burkan anggaran, tabung 3 
kilogram itu hanya 5,4 juta 
cukup,” katanya.

Lebih lanjut, Said juga 
mengatakan wajar banyak 
pihak yang terdampak 
akibat kenaikan harga 
minyak. Namun, hal ter-
sebut bukan berarti harus 
membebankannya den-
gan mengganggu subsidi 
masyarakat miskin.

“Kalau soal beban-mem-
bebani dengan kenaikan 
harga minyak energi in-
ternasional, apa sih yang 
t idak terbebani?  Kan 
iya. Kenapa kita mengo-

tak-atik subsidi? Kenapa 
kita tidak bicara terhadap 
harga non-subsidi yang 
sampai sekarang belum 
naik? Kenapa kok yang 
untuk orang miskin yang 
diotak-atik? Jangan dong,” 
tegas politikus PDIP itu.

Said kemudian ber-
pendapat j ika pemer-
intah ingin melakukan 
penyesuaian, sebaiknya 
dilakukan pada harga BBM 
non-subsidi yang dijual 
berdasarkan harga keeko-
nomian.

“Kalau mau diotak-atik, 
yang sudah dijual di pasar 
yang ke harga keekonomi-
an, itu lebih make sense. Itu 
pun harus dihitung dam-
pak inflatoir-nya, infla-
sinya. Karena begitu sekali 
naik, kan ke mana-mana. 
Jadi kita lagi berhitung be-
tul. Kasih kesempatan lah. 
Jangan kemudian BBM, 
begitu harga minyak naik, 
kita kayak kebakaran jeng-
got, seakan-akan besok 
langit akan runtuh,” jelas 
Said. CNN

lebih tenang tanpa rasa kha-
watir terhadap risiko kerja.

Program ini juga menjadi 
bagian dari upaya mening-
katkan kesejahteraan pekerja 
di seluruh Wilayah Indone-

sia, sekaligus mendorong 
kesadaran akan pentingnya 
perlindungan sosial di sek-
tor informal.

Dengan slogan “Satukan 
Semangat Sejahterakan 

Pekerja”, BPJS Ketenaga-
kerjaan mengajak seluruh 
pekerja BPU untuk meman-
faatkan kesempatan ini demi 
masa depan yang lebih aman 
dan sejahtera. *WAN

FOTO: ILUSTRASI
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SULTENG RAYA - Lem-
baga Penelitian Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Uni-
versitas Islam Negeri (UIN) 
Datokarama menurunkan 
300 mahasiswa Kuliah Ker-
ja Nyata (KKN) Tematik 
Pertanahan, yang salah satu 
fokusnya yaitu mengidenti-
fikasi tanah - tanah wakaf di 
wilayah Provinsi Sulawesi 
Tengah.

"Kurang lebih sekitar 800 
tanah - tanah wakaf baik itu 
Yayasan, madrasyah, tem-
pat pemakaman umum, dan 
rumah ibadah, yang hingga 
saat ini belum tersertifikasi. 
Maka, tugas mahasiswa 
KKN Tematik yaitu mengi-
dentifikasi tanah tersebut, 
kemudian membantu mem-
percepat sertifikasi tanah 
- tanah wakaf yang ada di 
wilayah Sulteng," ucap Ket-
ua LPPM UIN Datokarama 
Dr Sahran Raden,  Senin 
(6/4/2026).

Sahran Raden mengata-
kan bahwa kurang lebih 
sebanyak 800 tanah wakaf 
yang belum tersertifikasi 
tersebut, terletak di wilayah 
Kota Palu.

Maka, kata dia, melalui 
KKN Tematik Pertanahan, 
UIN Datokarama ingin 
berkontribusi besar dalam 
mengamankan dan mem-
berikan kepastian hukum 
atas asset - asset umat baik 
itu madrasyah, Yayasan, 
tempat pemakaman umum, 
dan rumah ibadah.

"KKN Tematik ini adalah 
bentuk pengabdian yang 
sangat spesifik. Mahasiswa 
tidak hanya hadir secara 
fisik, tetapi membawa misi 
untuk membantu validasi 
data, pemetaan, serta sosia-
lisasi pentingnya sertifikasi 
tanah," ujar Ketua LPPM 
UIN Datokarama Sahran 
Raden.

KKN Tematik Pertanahan 
dengan peserta sebanyak 
300 orang mahasiswa, akan 

Sahran Raden

LPPM UIN Datokarama 
Turunkan 300 Mahasiswa 
KKN Tematik Pertanahan

dilaksanakan oleh LPPM 
UIN Datokarama pada April 
2026 ini. Pelaksanaan KKN 
Tematik tersebut bekerja 
sama dengan Kantor Wilay-
ah Badan Nasional Pertana-
han (BPN) Provinsi Sulawesi 
Tengah.

Dalam mempercepat pro-
ses sertifikasi tanah wakaf, 
kata Sahran Raden, mahasis-
wa KKN di lapangan, harus 
membantu mengurus Akta 
Ikrar Wakaf (AIW) bagi 
tanah wakaf, serta tanah – 
tanah wakaf termasuk tanah 
atau lahan rumah ibadah 
yang sudah AIW, agar dilan-
jutkan ke Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) tingkat ka-
bupaten/kota dan provinsi, 
untuk disertifikatkan.

Pelaksnaan KKN Tematik 
Pertanahan merupakan im-
plementasi dari MoU antara 
Rektor UIN Datokarama 
Prof Lukman Thahir dengan 
Menteri ATR/Kepala BPN 
RI Nusron Wahid, yang 
ditindaklanjuti dalam Per-
janjian Kerja Sama (PKS) 
antara Ketua LPPM UIN 
Datokarama Dr Sahran Ra-
den dengan Kepala Kanwil 
BPN/ATR Provinsi Sulteng 
Muhammad Naim.*ENG

Kegiatan ini merupakan 
langkah cepat dan terkoor-
dinasi dalam merespons 
peningkatan kasus serta 
Kejadian Luar Biasa (KLB) 
campak yang terjadi di ber-
bagai daerah, termasuk Kota 
Palu. Pelaksanaan ORI Cam-
pak ini mengacu pada Surat 
Edaran Wali Kota Palu, H. 
Hadianto Rasyid, SE Nomor 
100.3.4.3/11/DINKES/2026 

tertanggal 31 Maret 2026. 
Dalam edaran tersebut di-

tegaskan pentingnya upaya 
komprehensif untuk men-
cegah perluasan penularan 
serta menekan angka kesa-
kitan dan kematian akibat 
penyakit campak.

Diketahui, peningkatan 
kasus campak terjadi di 
sekitar 100 kabupaten/kota 
pada tahun 2025 hingga 

PEMBERIAN Imunisasi Campak pada Balita, Senin (6/4/2026). FOTO:IST

Respon KLB, Pemkot Palu 
Laksanakan ORI Campak 2026

SULTENG RAYA- Pemerintah Kota Palu 
melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
terkait melaksanakan kegiatan Outbreak Res-
ponse Immunization (ORI) Campak tingkat 
Kota Palu tahun 2026.

2026. Kondisi ini mendorong 
pemerintah pusat melal-
ui Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia untuk 
mengeluarkan kebijakan res-
pon imunisasi, sebagaimana 
tertuang dalam surat Nomor 
IM.02.03/C/1082/2026 ter-
tanggal 3 Maret 2026 tentang 
Respon Imunisasi terhadap 
Peningkatan Kasus dan KLB 
Campak Tahun 2026, Senin 
(5/4/2026)

Sebagai tindak lanjut, Pe-
merintah Kota Palu me-
laksanakan ORI Campak 
dengan memberikan satu 
dosis tambahan vaksin cam-
pak kepada anak usia 9 
hingga 59 bulan, tanpa me-
mandang status imunisasi 

sebelumnya. 
Kegiatan ini berlangsung 

mulai 30 Maret hingga 11 
April 2026 di seluruh fasi-
litas pelayanan kesehatan 
yang telah ditentukan.

Antusiasme masyarakat 
terlihat dalam pelaksanaan 
ORI Campak tingkat Kota 
Palu tersebut. 

Salah satunya datang dari 
warga Kelurahan Talise, 
Siti Masyita, yang mem-
bawa dua anaknya untuk 
mendapatkan imunisasi di 
puskesmas setempat.

Menurut Siti, imunisasi 
ini sangat penting untuk 
menjaga kesehatan anak, 
terlebih di tengah kondisi 
KLB campak yang sedang 

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu, Hadianto Rasyid, 
bersama sang istri,  Diah 
Puspita, menghadiri kegi-
atan Halal Bihalal Akbar 
1447 Hijriah yang digelar 
oleh masyarakat Kelura-
han Palupi, pada Sabtu 
(4/4/2026), di halaman kan-
tor kelurahan setempat.

Kegiatan yang mengus-
ung tema “Sebarkan Maaf, 
Eratkan Silaturahim dan 
Sucikan Hati untuk Meraih 
Kemenangan dalam Bingkai 
Palu Semakin Melejit” terse-
but berlangsung penuh ke-
hangatan dan kekeluargaan, 
serta menjadi momentum 
penting dalam mempererat 
persaudaraan dan silatu-
rahmi antara masyarakat 
Kelurahan Palupi dan se-
kitarnya.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Wali Kota didaulat 
untuk menyampaikan hik-
mah halal bihalal. Dalam 
penyampaiannya, wali kota 

mengajak seluruh masyara-
kat untuk menjadikan mo-
men Syawal sebagai ajang 
evaluasi diri atas perjalanan 
kehidupan yang telah di-
lalui.

“Semoga ini menjadi jalan 
bagi kita untuk mengevalua-
si apa yang telah kita lewati 
selama ini. Karena itu me-
rupakan bagian dari ajaran 
Rasulullah, agar kita senan-
tiasa memperbaiki apa yang 
telah kita kerjakan,” ujar 
wali kota.

Wali kota juga menekan-
kan pentingnya memperba-
nyak sholawat sebagai jalan 
kemudahan dalam meng-
hadapi berbagai persoalan 
kehidupan. 

Menurut wali kota, shola-
wat merupakan bagian dari 
kebaikan yang akan dibalas 
berlipat oleh Allah SWT. 
“Barang siapa yang bers-
holawat satu kali, maka akan 
diberikan sepuluh kebaikan. 
Maka jangan sampai kita 

termasuk orang yang pelit 
dalam bersholawat,” tam-
bah wali kota.

Selain itu, wali kota men-
gajak masyarakat untuk se-
lalu berprasangka baik dan 
menyerahkan segala urusan 
kepada Allah SWT. 

Wali kota mengingatkan 
bahwa apa yang dianggap 
tidak baik oleh manusia, 
bisa jadi justru mengandung 
banyak kebaikan dari Allah.

Dalam arahannya, wali 
kota juga menyampaikan 
bahwa seluruh elemen 
masyarakat merupakan 
“jenderal akar rumput” bagi 
pembangunan Kota Palu. 

Oleh karena itu, peme-
rintah sangat bergantung 
pada peran aktif masyara-
kat, termasuk para RT dan 
RW. “Saya berupaya agar 
insentif RT dan RW bisa 
mencapai posisi yang tidak 
merugikan, minimal dapat 
menutupi biaya operasio-
nal,” ungkap wali kota.

terjadi. 
Ia menilai pemberian vak-

sin campak menjadi langkah 
tepat untuk melindungi 
anak-anak, khususnya pada 
kelompok usia 9–18 bulan 
dan 19–59 bulan yang men-
jadi sasaran utama program 
ini. Pemerintah Kota Palu 
pun mengimbau seluruh 
masyarakat, khususnya 
para orang tua, untuk me-
manfaatkan layanan ORI 
Campak demi memastikan 
anak-anak mendapatkan 
perlindungan optimal dari 
penyakit campak. 

Upaya ini diharapkan 
dapat memutus rantai pe-
nularan serta menciptakan 
generasi yang sehat dan 
terlindungi. ABS

SULTENG RAYA- Wa-
kil Wali Kota Palu, Imelda 
Liliana Muhidin,  mengha-
diri kegiatan silaturahim 
dan halal bihalal 1447 Hij-
riah yang diselenggarakan 
oleh pengurus dan jamaah 
Masjid Baitul Haq, Kelu-
rahan Lasoani, Kota Palu, 
pada Sabtu (4/4/2026) di 
halaman masjid setempat.

Kegiatan tersebut ber-
langsung penuh kehangatan 
dan kekeluargaan, dihadi-
ri oleh tokoh masyarakat, 
tokoh agama, serta warga 
sekitar yang memanfaat-
kan momentum pasca Hari 
Raya Idulfitri untuk saling 
bermaaf-maafan dan mem-
pererat tali silaturahim.

Dalam kesempatan itu, 
Wakil Wali Kota Imelda 
menyampaikan salam han-
gat sekaligus permohonan 
maaf dari Wali Kota Palu,  
Hadianto Rasyid, yang ber-
halangan hadir pada kegi-
atan tersebut.

“Beliau menyampaikan 
salam hangat kepada se-
luruh masyarakat dan ja-
maah Masjid Baitul Haq, 
serta memohon maaf karena 
belum sempat hadir bers-
ama kita pada malam hari 
ini,” ujar wakil wali kota.

Lebih lanjut, wakil wali 
kota menekankan bahwa 

halal bihalal merupakan 
momentum penting untuk 
saling memaafkan setelah 
sebulan penuh menjalankan 
ibadah puasa di bulan suci 
Ramadan.

“Halal bihalal ini adalah 
momentum kita untuk ber-
maaf-maafan. Setelah satu 
bulan kita melaksanakan 
ibadah puasa, kita telah 
belajar bersabar dan mem-
perbanyak kebaikan. Mari 
kita anggap bulan-bulan 
setelah Ramadan ini seperti 
bulan Ramadan, di mana 
kita terus menjaga sikap dan 
perilaku kita,” ungkap wakil 
wali kota.

Wakil wali kota juga 
mengajak seluruh masya-
rakat untuk terus menjaga 
persaudaraan dan mem-
perkuat semangat gotong 
royong dalam kehidupan 
sehari-hari.

“Persaudaraan kita jaga, 
gotong royong kita jaga. 
Malam hari ini kita lihat 
kebersamaan yang luar bi-
asa. Ini menjadi kekuatan 
kita dalam membangun 
lingkungan yang harmonis 
dan sejahtera,” lanjut wakil 
wali kota.

Selain itu, wakil wali kota 
turut mengingatkan pen-
tingnya peran serta masy-
arakat dalam mendukung 

pembangunan daerah, salah 
satunya melalui pemba-
yaran retribusi dan pajak 
secara disiplin.

“Mari kita jaga lingkun-
gan kita bersama, termasuk 
dengan taat membayar re-
tribusi. Pembangunan Kota 
Palu ini bersumber dari 
pembayaran retribusi dan 
pajak. Semua itu kembali 
kepada masyarakat dalam 
bentuk pembangunan dan 
pelayanan,” jelas wakil wali 
kota.

Wakil wali kota juga 
mencontohkan sejumlah 
pembangunan yang telah 
dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat, sebagai hasil 
dari kontribusi bersama, 
salah satunya penataan ka-
wasan Vatulemo.

“Adanya penataan Vatu-
lemo saat ini adalah bukti 
nyata kontribusi bapak dan 
ibu semua. Oleh karena itu, 
kami berharap kesadaran 
dan kedisiplinan ini terus 
kita tingkatkan demi kema-
juan Kota Palu yang kita cin-
tai,” tutup wakil wali kota.

Kegiatan halal bihalal ter-
sebut ditutup dengan doa 
bersama dan ramah tamah 
antar jamaah, menambah 
suasana kebersamaan yang 
penuh makna di momen 
Idulfitri tahun ini. ABS

WAWALI Imelda menghadiri halal bihalal 1447 Hijriah bersama  pengurus Masjid Baitul Haq, Kelura-
han Lasoani, Sabtu (4/4/2026). FOTO PPID KOMINFO

Di Lasoani, Imelda Ajak 
Masyarakat Jaga Persaudaraan

PELUKAN hangat Wali Kota Palu saat hadiri Halal Bi Halal.Sabtu (04/04/2026), FOTO PPID KOM-
INFO PALU

Wali Kota Palu : Momen Syawal 
Ajang Evaluasi Diri

Lebih lanjut, wali kota me-
negaskan bahwa halal biha-
lal harus dimaknai sebagai 
momentum untuk mencair-
kan berbagai perbedaan, te-
rutama perbedaan perasaan 
yang kerap menjadi sumber 
perpecahan.

“Tujuan halal bihalal 
adalah mengubah sesuatu 
yang tidak baik menjadi 
sesuatu yang baik. Dalam 
kontestasi apapun, semua-
nya harus cair. Kita harus 
saling memandang dengan 
kemuliaan dan menumbuh-
kan rasa kasih sayang antar 
sesama,” jelas wali kota.

Wali kota juga mengajak 
seluruh masyarakat un-
tuk membangun soliditas 
serta menghentikan kebi-
asaan saling menggunjing 
dan mencari kesalahan satu 
sama lain.

“Kalau saya ada salah, 
silakan datang ke rumah 
mulai pukul 05.30 pagi. Sam-
paikan ide, keluhan, dan 
masukan. Jangan kita sulit 
bertemu masyarakat, karena 
kita ini dipilih oleh masyara-
kat,” tegas wali kota.

Dalam kesempatan terse-
but, wali kota turut menga-
jak masyarakat untuk me-
manfaatkan layanan trans-
portasi umum Bus Trans 
Palu, yang dinilai mampu 
memberikan efisiensi pen-
geluaran masyarakat hingga 
Rp53 miliar per tahun.

“Keselamatan seseorang 
juga tergantung bagaimana 
dia menjaga lisannya. Mari 
kita bangun komunikasi 
yang baik dengan pemer-
intah. Kalau solusinya baik, 
kita kerjakan bersama-sa-
ma,” ujar wali kota.

Menutup sambutannya, 
wali kota berharap mo-
mentum halal bihalal tidak 
hanya menjadi seremoni 
semata, tetapi benar-benar 
menjadi ajang untuk saling 
menguatkan dan memban-
gun kebersamaan demi ke-
majuan Kota Palu. “Saya ya-
kin kita akan melejit, kalau 
kita semua mau,” tutup wali 
kota. ABS


